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ABSTRAK 
Nama penyusun :  RAMLIADI  
NIM    :  30600110037 
Jurusan  :  IlmuPolitik 
JudulSkripsi Analisis Fungsi Legislasi Anggota DPRD Kota 
Makassar Periode 2009-2014 
 
Skripsi ini berjudul Analisis Fungsi Legislasi Anggota DPRD Kota 
Makassar Periode 2009-2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
dan mendeskripsikan Peran Anggota DPRD Kota Makassar Dalam Pembentukan 
Peraturan Daerah (Perda) di Kota Makassar Periode 2009-2014 dan Kendala Yang 
Dihadapi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Makassar. 
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian 
kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk 
mendeskripsikan tentang peraturan daerah yang dihasilkan selama ini. Penelitian 
ini dilakukan di DPRD Kota Makassar. Metode pengumpulan data yang 
digunakan ada dua sumber yaitu sekunder dan primer. Sumber data primer 
menggunakan metode wawancara, pustakaan dan observasi. Adapun sumber data 
sekunder menggunakan metode dokumentar dan metode online.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Anggota DPRD Kota 
Makassar Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Makassar 
Periode 2009-2014 masih dalam tahap pembuatan draft belum mampu merancang 
atau membuat sendiri Perda. Peran Anggota DPRD Kota Makassar Dalam 
Pembentukan Perda Masih Kurang. Hal ini dapat dilihat dari 43 Perda yang 
diusulkan pada tahun 2009-2014 antara Walikota Makassar dengan DPRD Kota 
Makassar hanya 16 Ranperda yang direncanakan, tetapi hanya 13 Perda yang 
telah ditetapkan. sementara masih ada 3 Perda yang masih mengendap dan 
kinerjanya dalam melaksanakan fungsinya terhadap perumusan anggaran setiap 
tahun yang dilakukan DPRD Kota Makassar, tidak mampu mencapai target 
Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda, karena tidak mampu memaksimalkan 
input yang dimiliki. Adapun kendala yang dihadapi dalam pembentukan peraturan 
daerah (Perda) di Kota Makassar adalah Sistem Politik yang Berlaku, Cara 
Pandang yang Keliru, Konflik Peran, Kemampuan yang Dimiliki Anggota DPRD 
dan Pengalaman yang dimiliki dalam pembentukan Perda. 
 
 
Kata Kunci : Peran, Fungsi Legislasi, Implementasi Peraturan Daerah, dan 
Kendala Yang Dihadapi  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Parlemen dalam istilah biasanya disebut legislature yang artinya badan 
pembuat undang-undang ( legislator). Parlemen tidaklah berbeda dengan institusi 
perpolitikan. Untuk memperoleh defenisi parlemen sebagai badan politik yang 
berbeda dari badan-badan politik lainnya harus ditemukan ciri-ciri khusus yang 
dapat membedakannya dengan badan lain di luar parlemen. Nelson W. Polsby 
yang mencoba membandingkan parlemen (legislature) dengan badan politik lain, 
eksekutif dan birokrasi. Parlemen berbeda secara khusus dari badan lain, karena 
parlemen merupakan organisasi yang beranggotakan lebih dari satu 
(multimember), menggunakan metode negosiasi dan pemilihan sebelum 
mengambil keputusan, dan bertanggung jawab pada rakyat.
1
 
Lembaga Perwakilan rakyat di Indonesia adalah lembaga yang para 
anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu) berdasarkan 
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada Pemilu 9 April 2009 
(menurut Undang- Undang ( UU) No. 10 / 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) , Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) , para anggota DPR dipilih dari 77 (tujuh 
puluh tujuh) daerah pemilihan (dapil). Sedangkan para anggota DPD dipilih 
secara langsung oleh rakyat di 33 propinsi di Indonesia, dimana setiap provinsi 
(masing-masing satu dapil) dipilih sebanyak 4 orang. Mereka yang dinyatakan 
                                                             
1
  Bambang Cipto, Dewan Perwakilan Rakyat ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), h.  
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terpilih sebagai anggota DPR/DPD dan DPRD adalah yang memperoleh suara 
terbanyak di setiap dapilnya. Karena itu para wakil rakyat tersebut seharusnya 
menjadi corong keinginan  dan aspirasi rakyat yang diwakilinya sejauh tidak 
bertentangan dengan kepentingan nasional.
2
 
Amanat yaitu; segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia dan 
diperintahkan untuk dikerjakan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan 
hambanya untuk menyampaikan amanat secara sempurna, utuh tanpa 
mengulur-ulur/menunda-nundanya kepada yang berhak. Amanat itu 
mencakup perwalian, harta benda, rahasia, dan perintah yang hanya diketahui 
oleh Allah. Tercantum dalam QS. An-Nisa Ayat 58 yang bunyinya sebagai 
berikut :  
                                   
                       
  :aynitrA 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
3
  
 Berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, maka 
badan legislatif menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu 
                                                             
2
  M. Djadijono Efriza, Wakil Rakyat Tidak Merakyat ( Bandung : CV Alfabeta, 2011),  h.  
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3
  Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, QS. An-Nisa 
-Ayat 58. Semarang  : Toha Putra. 2005 
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dengan jalan menentukan kebijakan umum dan menuangkannya dalam undang-
undang. Dalam badan eksekutif hanya merupakan penyelenggara dari kebijakan 
umum itu. 
Rousseau yang merupakan pelopor dari gagasan kedaulatan rakyat tidak 
menyetujui adanya badan perwakilan, tetapi mencita-citakan suatu bentuk 
“demokrasi langsung” (seperti terdapat di Jenewa pada masa hidup Rousseau), 
dimana rakyat secara langsung merundingkan serta memutuskan soal-soal 
kenegaraan dan politik. Akan tetapi dewasa ini demokrasi langsung seperti yang 
diinginkan oleh Rousseau dianggap tidak praktis, dan hanya di pertahankan dalam 
bentuk khusus dan terbatas seperti referendum dan plebisit. Boleh dikatakan 
bahwa dalam Negara modern dewasa ini rakyat menyelenggarakan kedaulatan 
yang dimilikinya melalui wakil-wakil yang dipilihnya secara berkala
4
. 
Badan legislatif di Negara-negara demokrasi disusun sedemikian rupa 
sehingga ia mewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintah bertanggung jawab 
kepadanya. Untuk meminjam perumusan C. F. Strong yang menggabungkan tiga 
unsur dari suatu Negara demokrasi, yaitu, representasi, partisipasi, dan tanggung 
jawab politik.  
Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mayoritas anggota 
dewasa dari suatu komunitas politik berpartisipasi atas dasar sistem perwakilan 
yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-
tindakannya kepada mayoritas itu (A system of government in wich the majority of 
the grown members of a political community participate through a method of 
                                                             
4
  Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 
2008),  h. 316 
 4   
   
representation which secures that the government is ultimately responsible for its 
action to that majority), atau dengan perkataan lain, Negara demokrasi didasari 
oleh sistem perwakilan demokratis yang menjamin kedaulatan rakyat.
5
 
Rancangan undang-undang sering dibentuk panitia-panitia yang 
berwenang untuk memanggil menteri atau pejabat lainnya untuk dimintai 
keterangan seperlunya. Di beberapa Negara seperti Amerika Serikat dan Prancis 
panitia legislatif ini sangat berkuasa, tetapi di Negara lain seperti Inggris, panitia-
panitia ini hanya merupakan panitia teknis saja. Biasanya sidang-sidang panitia 
legislatif diadakan secara tertutup, kecuali di Amerika Serikat dimana sidang 
panitia dapat ditentukan terbuka untuk umum
6
. 
  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai organisasi publik, 
senantiasa mengalami dinamika dan perubahan yang diakibatkan oleh adanya 
perubahan lingkungan sehingga dalam organisasi perlu menyesuaikan dengan 
perubahan tersebut agar lebih efektif, efisien, kompetitif, adaptif dan 
responsibility dalam pencapaian tujuan. Mempertegas hal ini bahwa organisasi 
mengalami perubahan dalam rangka mencapai tujuan, bukan saja karena 
lingkungan dimana organisasi ini merupakan suatu keharusan agar organisasi 
dapat menyesuaikan permasalahan, tuntutan dan keinginan masyarakat. Perubahan 
tujuan ini akan menjadi pedoman, referensi dan sekaligus mengukur kinerja 
(performance) organisasi yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok 
dan fungsinya. Lebih lanjut, menegaskan bahwa didalam organisasi yang berusaha 
                                                             
5
  Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 
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6
  Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 
2008),  h.  323 
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untuk menjadi lebih kompetitif, responsive dan adaptif, tujuan utama haruslah 
pada upaya mendorong semangat kerja sendiri diantara para kliennya atau di 
dalam masyarakat dimana ia saling berhubungan.
7
  
  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar  mempunyai 
fungsi sebagai badan legislatif yang dimana dicantumkan pada pasal 41 dalam UU 
No. 32 Tahun 2004, yaitu : 
 Fungsi Legislasi (perundangan) meliputi pembuatan aturan sendiri, 
menentukan pucuk pimpinan Eksekutif secara mandiri, serta menjadi 
mediator kepentingan rakyat dan pemerintah. 
 Fungsi Budget (penganggaran) meliputi merancang dan menentukan arah 
serta tujuan aktivitas pemerintahan. 
 Fungsi Pengawasan, meliputi aktivitas memfasilitasi perkembangan 
kepentingan dalam masyarakat vis-à-vis agenda yang telah ditentukan oleh 
pemerintah. Lembaga perwakilan menilai apakah aktivitas pemerintahan 
masih selaras dengan aspirasi masyarakat, serta memastikan bahwa 
perkembangan aspirasi masih bisa diakomodir dalam rencana kerja 
pemerintah. 
 Fungsi Regulator Konflik, meliputi aktivitas menampung dan menyerap 
konflik kepentingan yang berkembang dalam masyarakat, sehingga 
konflik pada tataran masyarakat dapat diubah menjadi konflik internal 
lembaga perwakilan sebagai bagian dari sebuah sistem politik.
8
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  Republik Indonesia 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
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Secara teoritis intensitas hubungan dan komunikasi yang terjalin antara 
anggota parlemen dengan para konstituennya akan sangat menentukan kualitas 
produk kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga parlemen. Artinya, semakin 
intens hubungan dan komunikasi yang terjalin antara legislator dengan 
konstituennya, maka semakin besar pula peluang bagi rakyat memperoleh 
kebijakan publik yang berpihak kepada nasib dan masa depan mereka. Di sisi lain, 
intensitas hubungan dan komunikasi yang intens di antara kedua pihak 
menjanjikan pula kualitas kinerja dan akuntabilitas anggota parlemen terhadap 
para pemilihnya.
9
 
Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan satu tahun kinerja wakil rakyat Indonesia alih-alih 
menghasilkan prestasi membanggakan, wajah wakil rakyat justru terlihat dari 
perspektif yang buruk. Mulai dari kinerjanya yang mandul, terang-benderangnya 
kasus korupsi yang makin memperjelas bahwa rekrutmen pencalegan begitu buruk 
bahkan kondisi ini diperparah oleh buruknya verifikasi KPU, hingga pemborosan 
uang yang dilakukan anggota wakil rakyat dibanding kinerjanya. Catatan prestasi 
yang minim tentu saja tidak lepas dari abainya wakil rakyat untuk meningkatkan 
prestasi kinerja mereka sendiri. Harapan masyarakat setelah memilih wakilnya 
adalah aspirasi mereka diserap dan ditindaklanjuti. Tapi, itu saja belum cukup, 
konstituen lamban laun semakin cerdas, mereka butuh pertanggungjawaban 
kinerja, mempertanyakan dan mengoreksinya jika ada yang salah sebagai bayaran 
atas suara yang telah mereka berikan. Andaikan prestasi wakil rakyat, di tahun-
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tahun berikutnya hingga akhir masa jabatannya  tidaklah meningkat kinerjanya 
secara drastis, Indonesia akan mengalami krisis kepercayaan masyarakat terhadap 
wakilnya dalam pemilu mendatang, sehingga mendorong penurunan partisipasi 
mayarakat dalam pemilu. Lihat saja, pada pemilu 2009 lalu, krisis kepercayaan ini 
telah tampak, dengan adanya keterpilihan wajah-wajah baru yang begitu besar, 
menurut pengamat politik lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) 
Syamsuddin Haris, hal ini mengidentifikasikan tidak adanya kepercayaan 
konstituen terhadap anggota dewan yang lalu.
10
 
Mendeskripsikan faktor-faktor  yang mempengaruhi dan menentukan 
kualitas relasi anggota DPRD dengan konstituennya, serta dampaknya terhadap 
kualitas kinerja dan akuntabilitas DPRD. Pengumpulan data untuk kepentingan 
studi ini dilakukan melalui metode penelusuran literature, observasi, wawancara, 
dan diskusi terfokus terbatas dengan berbagai elemen masyarakat Makassar 
seperti aktivis CSO, akademisi, tokoh agama, dan pekerja media setempat.
11
 
  Kualitas relasi antara anggota DPRD dan para konstituennya di Kota 
Makassar tidak semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor internal, yakni yang 
berada didalam serta terkait dengan para politikus anggota Dewan dan Lembaga 
DPRD itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat 
eksternal. Yang dimaksudkan sebagai faktor eksternal dalam tulisan ini adalah 
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faktor-faktor yang berada di luar para anggota DPRD, mekanisme internal dan 
struktur politik dewan
12
. 
 Beberapa faktor eksternal yang akan dianalisis berikut ini mencakup 
faktor-faktor realitas politik lokal, sistem pemilu yang berlaku, kelembagaan 
DPRD seperti diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah, 
dan terakhir faktor kekuatan masyarakat sipil.  
Berdasarkan apa yang telah diuraikan  maka sangat menarik penulis untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Analisis Fungsi Legislasi Anggota DPRD 
Kota Makassar Periode 2009-2014”. 
B. Rumusan masalah  
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan masalah 
penelitian yakni : 
1. Bagaimana peran anggota DPRD Kota Makassar dalam pembentukan 
peraturan daerah (Perda) di Kota Makassar Periode 2009-2014? 
2. Apa saja kendala yang dihadapi anggota DPRD Kota Makassar dalam 
pembentukan peraturan daerah (Perda) di Kota Makassar Periode 2009-
2014? 
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  
Dalam suatu penelitian, tentu tidak terlepas dari tujuan dan manfaat 
penelitian begitupun dengan penelitian yang dilakukan penulis terkait Analisis 
fungsi legislasi anggota DPRD Kota Makassar periode 2009-2014. Dalam 
penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai penulis ialah untuk mengetahui peran 
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anggota DPRD Kota Makassar dalam pembentukan peraturan daerah (Perda) di 
Kota Makassar  dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi anggota DPRD 
Kota Makassar dalam pembentukan perda (Perda) di Kota Makassar. 
Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 
1) Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai bagaimana peran 
anggota DPRD Kota Makassar dalam pembentukan peraturan daerah 
(Perda) di Kota Makassar bagi masyarakat.  
2) Memberikan sumbangsih pengetahuan kepada mahasiswa dan masyarakat 
tentang fungsi legislasi anggota DPRD Kota Makassar peride 2009-2014. 
D. Tinjauan Pustaka 
 Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh penulis mengenai 
judul ini ada beberapa yang telah melakukan penelitian ini mengenai analisis 
fungsi legislasi anggota DPRD Kota Makassar periode 2009-2014.   
 Konsep yang membedakan penelitian-penelitian sebelumnya ialah 
pada konsep tempat terselenggaranya fungsi legislasi di DPRD Kota 
Makassar. Penulis belum menemukan penelitian tentang analisis fungsi 
legislasi anggota DPRD Kota Makassar periode 2009-2014. Oleh karena itu 
untuk melengkapi referensi ini penulis juga mengangkat telaah pustaka 
sebagai berikut :  
1. Penelitian yang dilakukan oleh AG. Sutriyanto Hadi dengan judul Tesis 
Analisis Kinerja DPRD Jawa Tengah Periode 1999-2004 
      Fokus dalam penelitian ini adalah kinerja DPRD Jawa Tengah 
periode 1999-2004. Ada persoalan yang sangat mendasar dalam kinerja DPRD 
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ini. Di era Otonomi daerah DPRD sebagai Lembaga Legislatif Daerah 
diharapkan dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya yaitu melakukan tugas legislasi, fungsi anggaran dan fungsi 
pengawasan. Sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 untuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi dilaksanakan dengan baik dan optimal, 
mestinya DPRD dapat menjadi pilar bagi tegaknya demokrasi dan 
pemerintahan yang baik di Tingkat lokal dan daerah. Dalam kenyataanya 
kinerja DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004 belum sesuai dengan harapan. 
Kinerja yang baik tentunya harus memenuhi indikator kinerja yang ideal. 
Untuk menganalisis kinerja DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004 
digunakan kerangka teori kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto 
menyangkut akuntabilitas, produktivitas, dan responsivitas.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja DPRD Jawa 
Tengah periode 1999-2002 tidak akuntabel. DPRD Jawa Tengah ketika 
menjalankan tugas pokok dan fungsinya, baik dalam fungsi legislasi, fungsi 
anggaran maupun fungsi pengawasan gagal memenuhi prinsip akuntabilitas. 
Tingkat produktivitas DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004 rendah baik 
secara kuantitas maupun secara kualitas. Perda yang dihasilkan maupun 
keputusan yang ditetapkan kurang berorientasi kepada kepentingan publik. 
Tingkat responsivitas DPRD Jawa Tengah Periode 1999-2004 sangat rendah. 
DPRD Jawa Tengah tidak responsif terhadap kepentingan publik. 
Kepentingan publik yang seharusnya diutamakan dalam melaksanakan 
tugasnya, tidak jarang ditenggelamkan oleh kepentingan pribadi, kelompok 
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atau partainya. DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004 tidak dapat memenuhi 
prinsip trasparansi. DPRD Jawa Tengah tidak transparan dalam menjalankan 
tugas pokok dan fungsinya, utamanya dalam menjalankan fungsi anggaran. 
13
 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sofyan Arief dengan judul skripsi Kinerja 
DPRD Dalam Melaksanakan Kekuasaan Legislasi (Studi di DPRD Kota 
Malang) 
 Sifat monopoli kekuasaan dalam tata tertib DPRD sangat dominan, 
tata tertib DPRD Kota Malang tidak memberikan ruang bagi pelibatan publik 
dalam penyusunan dan pengesahan rancangan Peraturan Daerah hal itu biasa 
dilihat dari tidak adanya satu kalimat pun yang menjamin sehingga kalau 
mekanisme formal sebagaimana yang diatur dalam tatib ini dijadikan pedoman 
secara tesktual maka justru pelibatan publik akan menjadi tertutup. Sehingga 
penting untuk mengetahui pemahaman anggota DPRD Kota Malang tentang 
fungsi legislasi apakah hanya sebatas formal tesktual atau ada pemahaman 
yang lebih subtansial. 
        Hasil penelitiannya  mengungkapkan bahwa sebagian besar  anggota 
DPRD Kota Malang memahami dengan baik Legal Drafting melalui 
pelatihan-pelatihan Legal Drafting baik yang dilakukan di tingkat pusat, 
propinsi maupun Daerah, namun pemahaman tersebut belum pernah 
teraplikasikan dalam pembuatan suatu draft Rancangan Peraturan Daerah 
inisiatif DPRD Kota Malang. Menurut Ketua Komisi A DPRD Kota Malang  
pemahaman anggota DPRD terhadap Legal Drafting didapatkan dari 
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pelatihan-pelatihan legal drafting yang diadakan di tingkat daerah, propinsi 
maupun pusat namun belum sampai pada taraf kemampuan teknis pembuatan 
draf rancangan Peraturan Daerah namun hanya sebatas pada pemahaman akan 
tahapan proses pembuatan Peraturan Daerah. Selain pemahaman anggota 
DPRD Kota Malang tentang Legal Drafting sebatas demikian, pada umumnya 
anggota DPRD Kota Malang belum memahami semangat perubahan 
konstitusi yang telah menggeser kekuasaan legislasi kepada lembaga 
Legislatif, bahkan terhadap perubahan konstitusi tersebut anggota DPRD Kota 
Malang belum dapat memaknainya. Sehingga perubahan konstitusi yang 
kemudian diikuti dengan perubahan beberapa peraturan perundang-undangan 
tersebut tidak berdampak pada peningkatan produktivitas DPRD dalam 
memproduk Rancangan Peraturan Daerah. 
14
 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Chomzah tahun 2002 (Pascasarjana 
UGM) dengan judul tesis : Analisa Kinerja DPRD Dalam Era Otonomi 
Daerah (Studi pada DPRD Propinsi Jawa Tengah)  
Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa DPRD Propinsi Jawa 
Tengah pada waktu itu belum menunjukkan suatu kinerja yang optimal dan 
berkualitas, dengan kata lain kinerja yang dihasilkan masih rendah. Hal ini 
dapat dilihat dari indikator fungsi representasi, legislasi, pengawasan, dan 
anggaran. Faktor yang mempengaruhi rendahnya kinerja tersebut adalah faktor 
pengalaman dalam berpolitik dan faktor validasi serta rendahnya 
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data/informasi yang ada. Peningkatan kinerja DPRD Propinsi Jawa Tengah 
perlu dilakukan dengan menempatkan kader-kader terbaik yang memiliki 
kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas untuk duduk dalam lembaga legislatif. 
Pembentukan pusat pelayanan terpadu sehingga memungkinkan Anggota 
dewan mudah mendapatkan data/informasi yang akurat dan berkualitas serta 
pembentukan Badan Kehormatan untuk menindak anggota dewan yang 
melakukan kegiatan diluar tugasnya sebagai anggota dewan.  Anggota dewan 
harus menjadi contoh dan memperjuangkan aspirasi masyarakat luas yang 
memilihnya, sehingga daerah yang diwakilinya akan lebih maju. Hal ini dapat 
diwujudkan melalui kinerja anggota dewan yang berupaya mewujudkan apa 
yang diharapkan oleh masyarakat luas terutama masyarakat pemilihnya
15
.  
4. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Prima Yunas dengan judul skripsi 
Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam 
Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009-2010 
   Fungsi legislasi adalah suatu proses untuk mengakomodasi berbagai 
kepentingan para pihak pemangku kepentingan (stakeholders), untuk 
menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Oleh 
karena itu fungsi ini dapat mempengaruhi karakter dan profit daerah melalui 
peraturan daerah sebagai produknya. Disamping itu, sebagai produk hukum 
daerah, maka peraturan daerah merupakan komitmen bersama para pihak 
pemangku kepentingan daerah yang mempunyai kepentingan paksa 
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(coercive). Fungsi legislasi dalam pembuatan peraturan daerah dimaksudkan 
untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.  
   Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran DPRD dalam 
penyusunan peraturan daerah Tahun 2010-2013 sudah sesuai dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang 
menghasilkan 43 perda, dan 11 diantaranya berasal dari inisiatif DPRD, 
dibandingkan pada periode 2004-2009 tidak ada satupun yang berasal dari 
inisiatif DPRD, semua perda berasal dari inisiatif pemerintah daerah. 
Kemudian faktor penghambat dalam penyusunan peraturan daerah tahun 
2010-2013 yaitu tidak semua anggota DPRD memiliki kemampuan dalam 
bidang hukum, terutama dalam pembuatan peraturan daerah, anggota DPRD 
kurang memaksimalkan waktu dalam pembuatan perda sehingga belum 
mencapai target yang dicapai, kemudian kurangnya keterbukaan informasi 
antara staf dengan anggota DPRD sehingga kurangnya data yang di dapatkan. 
16
 
5. Penelitian yang dilakukan oleh Tony Kurniadi dengan judul Skripsi 
Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi 
Kalimantan Barat (Suatu studi tentang Penyusunan Raperda) 
   Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Propinsi Kalimantan Barat dalam 
penyusunan Raperda belum sesuai dengan harapan. Kondisi ini dapat dilihat 
dari a) pelaksanaaan fungsi perwakilan, yang belum dapat sepenuhnya 
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mewakili berbagai tuntutan/aspirasi masyarakat, b) pelaksanaan fungsi 
legislasi hasil Raperda yang dihasilkan DPRD relatif masih rendah, yakni 
banyak perda selama kurun waktu tertentu tidak mencapai target, bahkan 
terjadi penurunan dari tahun ke tahun, dan c) pelaksanaan fungsi pengawasan 
oleh DPRD belum terlaksana seperti yang diharapkan. Berkenaan dengan 
output Raperda yang dihasilkan, pada umumnya sebagian besar lebih 
mencerminkan produk pemerintah daripada keinginan masyarakat, kondisi 
demikian menunjukkan bahwa fungsi ideal dari DPRD Propinsi Kalimantan 
Barat untuk menyerap dan memproses aspirasi masyarakatnya belum 
berfungsi secara optimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Propinsi Kalimantan Barat dalam 
penyusunan Perda Propinsi Kalimantan Barat meliputi : a) faktor kemampuan 
SDM, b) faktor pengalaman, c) faktor penguasaan data dan informasi. Faktor-
faktor yang mempengaruhi ini memiliki kecenderungan menimbulkan banyak 
permasalahan yang membutuhkan solusi sehingga dimasa mendatang anggota 
DPRD Propinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan Raperda Propinsi 
Kalimantan Barat dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik lagi.
17
 
E. Kerangka Teori 
  Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, defenisi, dan proposisi 
untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara 
merumuskan hubungan antara konsep. Maka dalam hal ini teori harus menjadi 
bagian yang penting untuk menganalisis mengenai analisis fungsi legislasi 
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anggota DPRD Kota Makassar periode 2009-2014. Adapun teori yang 
digunakan untuk masalah penlitian ini yaitu :  
1. Teori Perwakilan Politik 
 Teori perwakilan merupakan mekanisme hubungan antara penguasa dan 
rakyat. Dalam negara yang menggunakan sistem politik demokrasi modern, 
demokrasi representatif merupakan sistem politik yang berbeda dengan 
kerangka kerja demokrasi langsung. 
1.1 Teori Mandat 
     Seorang wakil dianggap duduk di lembaga Perwakilan karena mendapat 
mandat dari rakyat sehingga disebut mandataris. Yang memberikan teori ini 
dipelopori oleh Rousseau dan diperkuat oleh Petion. Teori mandat ini dapat 
dibagi menjadi tiga kelompok pendapat yaitu :  
a. Mandat Imperatif, menurut teori ini bahwa seorang wakil yang bertindak 
di lembaga perwakilan harus sesuai dengan perintah (intruksi) yang 
diberikan oleh yang diwakilinya. Si wakil tidak boleh bertindak di luar 
perintah, sedangkan kalau ada hal-hal atau masalah/persoalan baru yang 
tidak terdapat dalam perintah tersebut maka sang wakil harus mendapat 
perintah baru dari yang diwakilinya. Dengan demikian berarti akan 
menghambat tugas perwakilan tersebut, akibatnya lahir teori mandat baru 
yang disebut mandat bebas. 
b.  Mandat Bebas, teori ini berpendapat bahwa sang wakil dapat bertindak 
tanpa tergantung pada perintah (intruksi) dari yang diwakilinya. Menurut 
teori ini sang wakil adalah merupakan orang-orang yang terpercaya dan 
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terpilih serta memiliki kesadaran hukum dari masyarakat yang diwakilinya 
sehingga sang wakil dimungkinkan dapat bertindak atas nama mereka 
yang diwakilinya. Ajaran ini dipelopori oleh Abbe Sieyes di Perancis dan 
Block Stone di Inggris. Dalam perkembangan selanjutnya teori ini 
berkembang menjadi teori Mandat Representatif. 
c. Mandat Representatif, teori ini mengatakan bahwa sang wakil dianggap 
bergabung dalam lembaga perwakilan, dimana yang diwakili memilih dan 
memberikan mandat pada lembaga perwakilan, sehingga sang wakil 
sebagai individu tidak ada hubungan dengan pemilihnya apalagi untuk 
minta pertanggungjawabannya. Yang bertanggung jawab justru adalah 
lembaga perwakilan kepada rakyat pemilihnya.
18
  
2. Efektivitas 
 Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil 
atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer 
mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau 
menunjang tujuan. 
 Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran 
yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. 
Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah 
ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno 
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Handayaningrat S. yang menyatakan bahwa “ Efektivitas adalah pengukuran 
dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”19 
 Sedangkan Georgopolous dan Tannembaum, mengemukakan : 
“Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu 
organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga 
mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, 
penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.” 
“Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan 
sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa 
melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak 
wajar terhadap pelaksanaannya.” 
 Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan mendefinisikan efektivitas, 
sebagai berikut : “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi 
(operasi kegiatan program atau misi) ketegangan diantara pelaksanaannya.” Dari 
beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa 
efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, 
kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut 
sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 
dikemukakan oleh Hidayat yang menjelaskan bahwa “Efektivitas adalah suatu 
ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah 
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tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi 
efektivitasnya”.20 
 Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui 
konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah 
perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen 
organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan 
organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau 
dari sisi masukan (input), proses maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang 
dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta 
metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila 
dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif 
bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang 
bermanfaat.
21
 
 Sebuah pengukuran efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang 
sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan 
tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang 
dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman 
bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. 
  Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara 
rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang nyata yang telah diwujudkan. 
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Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat 
sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka 
hal itu dikatakan tidak efektif.
22
 
 Kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan 
yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis, yakni : 
a. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dan 
input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk 
memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan 
kebutuhan organisasi.  
b. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana 
efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau 
mekanisme organisasi.  
c. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, 
mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang 
sesuai dengan rencana. 
3. Teori Pembagian Kekuasaan 
  Montesquieu (nama aslinya Baron Secondat de Montesquieu) 
mengajukan pemikiran politiknya setelah membaca karya John Locke. Buah 
pemikirannya termuat di dalam magnum opusnya, Spirits of the Laws, yang 
terbit tahun 1748.
23
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             Sehubungan dengan konsep pemisahan kekuasaan, Montesquieu 
menulis sebagai berikut : “Dalam tiap pemerintahan ada tiga macam 
kekuasaan: kekuasaan legislatif; kekuasaan eksekutif, mengenai hal-hal yang 
berkenan dengan hukum antara bangsa; dan kekuasan yudikatif yang 
mengenai hal-hal yang bergantung pada hukum sipil. Dengan kekuasaan 
pertama, penguasa atau magistrat mengeluarkan hukum yang telah 
dikeluarkan. Dengan kekuasaan kedua, ia membuat damai atau perang, 
mengutus atau menerima duta, menetapkan keamanan umum dan 
mempersiapkan untuk melawan invasi. Dengan kekuasaan ketiga, ia 
menghukum penjahat, atau memutuskan pertikaian antar individu-individu. 
Yang akhir ini kita sebut kekuasaan yudikatif, yang lain kekuasaan eksekutif 
negara. Dengan demikian, konsep Trias Politika yang banyak diacu oleh 
negara-negara di dunia saat ini adalah Konsep yang berasal dari pemikir 
Perancis ini. Namun, konsep Trias Politika ini terus mengalami persaingan 
dengan konsep-konsep kekuasaan lain semisal Kekuasaan Dinasti (Arab 
Saudi), Wilayatul Faqih (Iran), Diktatur Proletariat (Korea Utara, Cina, 
Kuba).
24
 
Fungsi Kekuasaan Legislatif 
Legislatif adalah struktur politik yang fungsinya membuat undang-
undang. Di masa kini, lembaga tersebut disebut dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat (Indonesia), House of Representative (Amerika Serikat), ataupun 
House of Common (Inggris). Lembaga-lembaga ini dipilih melalui 
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mekanisme pemilihan umum yang diadakan secara periodik dan berasal dari 
partai-partai politik. Melalui apa yang dapat kami ikhtisarkan dari karya 
Michael G. Roskin, et.al, termaktub beberapa fungsi dari kekuasaan 
legislatif sebagai berikut : Lawmaking, Constituency Work, Supervision and 
Critism Government, Education, dan Representation.
25
 
              Constituency Work adalah fungsi badan legislatif untuk bekerja 
bagi para pemilihnya. Seorang anggota DPR/legislatif biasanya mewakili 
antara 100.000 s/d 400.000 orang di Indonesia. Tentu saja, orang yang 
terpilih tersebut mengemban amanat yang sedemikian besar dari sedemikian 
banyak orang. Sebab itu, penting bagi seorang anggota DPR untuk 
melaksanakan amanat, yang harus ia suarakan di setiap kesempatan saat ia 
bekerja sebagai anggota dewan. 
26
 
              Supervision and Criticism Government, berarti fungsi legislatif 
untuk mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang oleh 
presiden/perdana menteri, dan segera mengkritiknya jika terjadi 
ketidaksesuaian. Dalam menjalankan fungsi ini, DPR melakukannya melalui 
acara dengar pendapat, interpelasi, angket, maupun mengeluarkan mosi 
kepada presiden/perdana menteri.
27
 
Education, adalah fungsi DPR untuk memberikan pendidikan politik 
yang baik kepada masyarakat. Anggota DPR harus memberi contoh bahwa 
mereka adalah sekadar wakil rakyat yang harus menjaga amanat dari para 
pemilihnya. Mereka harus selalu memberi pemahaman kepada masyarakat 
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mengenai bagaimana cara melaksanakan kehidupan bernegara yang baik. 
Sebab, hampir setiap saat media massa meliput tindak-tanduk mereka, baik 
melalui layar televisi, surat kabar, ataupun internet.
28
 
           Representation, merupakan fungsi dari anggota legislatif untuk 
mewakili pemilih. Seperti telah disebutkan, di Indonesia, seorang anggota 
dewan dipilih oleh sekitar 300.000 orang pemilih. Nah, ke-300.000 orang 
tersebut harus ia wakili kepentingannya di dalam konteks negara. Ini 
didasarkan oleh konsep demokrasi perwakilan. Tidak bisa kita bayangkan 
jika konsep demokrasi langsung yang diterapkan, gedung DPR akan penuh 
sesak dengan 300.000 orang yang datang setiap hari ke Senayan. Bisa-bisa 
hancur gedung itu. Masalah yang muncul adalah, anggota dewan ini masih 
banyak yang kurang peka terhadap kepentingan para pemilihnya. Ini bisa 
kita lihat dari masih banyaknya demonstrasi-demonstrasi yang muncul di 
aneka isu politik.
29
 
F.    Metode Penelitian 
 Menurut Lexy J Moleong mendefinikan penelitian kualitatif merupakan 
penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami 
fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, 
persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara 
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deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang 
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
30
 
 Penelitian skripsi ini bersifat kepustakaan dan lapangan. Karena data-data 
yang akan diperoleh berasal dari sumber literature (Library Research), kemudian 
juga akan lebih banyak diperoleh dari lapangan (Field Research). Secara teoritis 
metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini adalah metode bersifat deskriptif kualitatif karena bertujuan 
untuk mendeskripsikan fungsi legislasi anggota DPRD Kota Makassar periode 
2009-2014.  
2. Objek Penelitian 
  Adapun objek penelitian skripsi ini adalah Analisis fungsi legislasi 
anggota DPRD Kota Makassar periode 2009-2014. Hal ini berdasarkan beberapa 
pertimbangan bahwa untuk mengetahui fungsi bagaimana peran anggota DPRD 
Kota Makassar dalam pembentukan peraturan daerah (Perda) di Kota Makassar, 
maka semestinya yang menjadi objek adalah fungsi legislasi anggota DPRD Kota 
Makassar periode 2009-2014 tentang Perda yang dihasilkan selama ini maka 
diharapkan kesiapan kesediaan mereka untuk memberikan data yang akurat 
kepada peneliti. 
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3. Prosedur Pengumpuln Data 
Untuk memperoleh data yang relevan, terstruktur dan tepat penulis 
menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut : 
a. Tahap Persiapan 
Langkah awal penelitian, penulis menggunakan observasi 
(mengamati) lokasi penelitian serta sarana dan prasarana agar dalam penelitian 
ini dapat mempermudah melaksanakan wawancara dengan informan-informan 
yang dipilih untuk diwawancarai. 
Setelah langkah awal selesai, maka langkah selanjutnya penulis 
menyiapkan pedoman wawancara. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari 
kesimpangsiuran dalam proses pelaksanaan wawancara baik kelakuan 
wawancara maupun ketersinggungan responden atau informan. 
b. Tahap Pengumpulan Data  
a) Langkah pertama yaitu dengan library research yaitu dimana 
pengumpulan data dengan jalan membaca buku-buku atau 
literature yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas, 
dengan cara yaitu:  
  Kutipan Langsung yaitu penulis mengutip isi buku yang relevan 
dengan materi penulisan tidak mengubah redaksi baik huruf 
maupun tanda bacanya. 
  Kutipan Tidak Langsung yaitu analisa yang dilakukan setelah 
membaca referensi dan rujukan berupa kesimpulan dan komentar. 
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b) Sebagai langkah kedua maka peneliti menggunakan Field research 
yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan penelitian 
secara langsung kepada obyek penelitian yang telah ditentukan. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
melalui dua cara yakni wawancara dan observasi sebagai berikut. 
c)  Wawancara 
 Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, 
yaitu pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (interviewee) dengan 
maksud tertentu. Adapun metode wawancara yang dilakukan untuk 
mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara 
tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas, 
dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 
secara lengkap, tetapi pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa 
pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan secara garis besar.
31
 Dalam 
wawancara bertahap tak berstruktur ini, peneliti belum mengetahui secara pasti 
data yang akan diperoleh sehingga dalam hal ini peneliti lebih banyak 
mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan. Berdasarkan tiap jawaban 
dari informan tersebut maka peneliti dapat mengajukan pertanyaan berikutnya 
yang lebih terarah pada suatu tujuan. 
Adapun narasumber/informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini 
yakni : 
1. Wakil ketua DPRD Kota Makassar Dari Fraksi Partai Demokrat 
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2. Anggota DPRD Kota Makassar Dari Fraksi Partai Demokrat sebanyak 7 
orang 
3. Staf Anggota DPRD Kota Makassar Dari Fraksi Partai Demokrat sebanyak 2 
orang 
4. Masyarakat Setempat Kelurahan Pampang sebanyak 3 orang 
d)  Observasi 
 Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan 
untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan secara 
langsung terhadap obyek yang diteliti. Observasi yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu observasi non partisipan, dimana dalam observasi ini peneliti 
tidak terlibat dalam kehidupan sehari-hari obyek yang diteliti dan hanya sebagai 
pengamat independen, artinya peneliti menjaga jarak dengan obyek yang 
diteliti.
32
 Karena masalah dalam penelitian ini merupakan isu lama, maka 
observasi dilakukan pada tempat tinggal atau lingkungan dimana obyek peneliti 
berada, untuk mengetahui bagaimana kehidupan mereka. 
c. Metode Pendekatan  
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah 
metode pendekatan yang bersifat deskriptif. Penelitian ini memberikan gambaran 
penjabaran suatu obyek yang diteliti berdasarkan karakteristik yang dimiliki yang 
nantinya langsung turun dilapangan untuk penelitian ini. 
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d. Teknik pengolahan dan analisis data 
           Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif dimana jenis data yang berbentuk 
informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data 
dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan 
dan mana yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan 
dengan bentuk teks agar lebih mengerti. 
          Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang 
dilakukan adalah sebagai berikut : 
a. Reduksi data : data yang diperoleh langsung dirinci secara sistematis 
setiap selesai mengumpulkan data lalu laporan-laporan tersebut direduksi, 
yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.  
b. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi : adapun data yang didapat itu 
dijadikan acuan untuk mengambil dengan singkat, yaitu dengan cara 
mengumpulkan data baru. Hasil analisis dan pengujian hipotesis yang 
bersifat kualitatif akan dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan oleh 
peneliti. 
c. Penyajian data setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah 
penyajian (display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi 
terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah 
dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif. 
Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga 
menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. 
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G.  Sistematika Penulisan 
 Untuk mempermudah memahami dan mengetahui hal pembahasan 
dalam skripsi ini, maka dalam hal ini penulis memberikan deskripsi pada 
tulisan tersebut ini yang disusun berdasarkan urutan bab. Mulai bab I sampai 
dengan bab IV yang secara umum dibagi sebagai berikut : 
 Bab I  Merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 
pengertian judul, metode penelitian, tinjauan pustaka, kerangka 
teori, dan garis-garis besar isi skripsi. Sistematika penulisan yang 
menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. Bab ini merupakan 
pengantar pada inti pembahasan. 
 Bab II, bab dua ini dibagi kedalam dua bagian yaitu bagian 
gambaran umum Kota Makassar, kondisi geografis, kondisi 
demografi, kondisi sosial, dan visi dan misi Kota Makassar. Bagian 
kedua yaitu Sejarah Berdirinya Partai Demokrat, Visi dan Misi 
DPRD Kota Makassar, Tugas Pokok  DPRD Kota Makassar, Tugas 
Pokok Struktur Organisasi DPRD Kota Makassar dan DPRD 
sebagai Fungsi Legislasi.  
 Bab III, berisi tentang analisis fungsi legislasi anggota DPRD Kota 
Makassar periode 2009-2014. 
 Bab IV merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan 
implikasi seluruh uraian-uraian dari hasil-hasil penelitian yang telah 
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diteliti dan dikemukakan sekaligus jawaban terhadap permasalahan 
yang terkandung dalam skripsi ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31   
   
BAB II 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
A.   Gambaran Umum Kota Makassar 
Kota   Makassar   sebagai salah satu daerah Kabupaten/Kota di lingkungan 
Provinsi  Sulawesi Selatan, secara yuridis formil didasarkan pada Undang-undang 
Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di 
Sulawesi, sebagaimana yang tercantum  dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822. Selanjutnya Kota Makassar menjadi Ibukota Provinsi 
Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran 
Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kota praja Makassar diubah menjadi 
Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.   
Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi 
Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km
2
 menjadi 175,77 km
2
 dengan 
mengadopsi sebagian wilayah kabupaten tetangga yaitu Gowa, Maros, dan 
Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 
Tahun1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan 
Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam 
lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
33
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Pada perkembangan selanjutnya nama Kota Ujung Pandang dikembalikan 
menjadi Kota Makassar lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 
1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota 
Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat yang didukung DPRD Tk.II Ujung 
Pandang saat itu, serta masukan dari kalangan budayawan, seniman, sejarawan, 
pemerhati hukum dan pelaku bisnis.  Hingga saat ini Kota Makassar memasuki 
usia 406 tahun sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang 
menetapkan hari jadi Kota Makassar yaitu tanggal 9 November 1597.
34
  
1. Keadaan Geografis  
Kota Makassar secara administratif sebagai ibukota propinsi Sulawesi 
Selatan berada pada bagian barat pulau Sulawesi dengan ketinggian, 0-25 m dari 
permukaan laut. Kota Makassar secara geografis terletak: 
5
0
8, 6, 19 " Lintang Selatan (LS) 
119
0
 24' 17' 38" Bujur Timur (BT) 
Batas administrasi wilayah Kota Makassar berbatasan dengan: 
a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan. 
b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros. 
c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Gowa. 
d) Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. 
Secara administratif luas wilayah kota Makassar tercatat 175,77 km
2
 yang 
meliputi 14 kecamatan dan terbagi dalam 143 kelurahan, 971 RW dan 4.789 RT 
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dimana Kecamatan Biringkanaya mempunyai luas wilayah yang sangat besar 
48,22 km atau luas kecamatan tersebut merupakan 27,43 persen dari seluruh luas 
Kota Makassar dan yang paling kecil adalah Kecamatan Mariso 1,82 km atau 1,04  
persen dari luas wilayah Kota Makassar.  
2. Penduduk  
Penduduk Kota Makassar tahun 2011 tercatat sebanyak 1.352.136 jiwa 
yang terdiri dari 667.681 laki-laki dan 684.455 perempuan.  
Berikut dapat kita lihat pada tabel tentang jumlah penduduk dirinci menurut 
kecamatan di Kota Makassar:  
Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Makassar Tahun 2011 
Kode 
Wilayah 
Kecamatan Penduduk Jumlah 
 Laki-laki Perempuan 
010 Mariso 28.101 28.307 56.408 
020 Mamajang 29.085 30.474 59.560 
030 Tamalate 85.279 87.227 172.506 
031 Rappocini 74.077 78.454 152.531 
040 Makassar 40.616 41.862 82.478 
050 Ujung Pandang 12.805 14.355 27.160 
060 Wajo 14.415 15.223 29.639 
070 Bontoala 26.684 28.030 54.714 
080 Ujung Tanah 23.603 23.530 47.133 
090 Tallo 67.888 67.686 135.574 
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100 Panakukkang 70.663 72.066 142.729 
101 Manggala 59.008 59.183 118.191 
110 Biringkanaya 83.996 85.344 169.340 
111 Tamalanrea 51.462 52.713 104.175 
Kota Makassar 667.681 684.455 1.352.136 
Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2014. 
  Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan 
rasio jenis kelamin Rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar yaitu sekitar 
97,55%, yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 97 penduduk laki-laki. 
Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan, menunjukkan 
bahwa penduduk masih terkonsentrasi di wilayah kecamatan Tamalate, yaitu 
sebanyak 172.506 jiwa atau sekitar 12,76% dari total penduduk, disusul 
kecamatan Biringkanaya sebanyak  169.340 jiwa (12,52%). Kecamatan Rapoccini 
sebanyak 152.531 jiwa (11,28%), dan yang terendah adalah kecamatan Ujung 
Pandang sebanyak 27.160 jiwa (2,01%). Ditinjau dari kepadatan penduduk 
kecamatan Makassar adalah terpadat yaitu 32.730 jiwa/km
2
 persegi, disusul 
kecamatan Mariso 30.993 jiwa/km
2
, kecamatan Mamajang 26.471 jiwa/km
2
. 
Sedang kecamatan Tamalanrea merupakan kecamatan dengan kepadatan 
penduduk terendah yaitu sekitar 3.272 jiwa/km
2
, kemudian diurutan kedua ada 
kecamatan Biringkanaya dengan kepadatan penduduk sekitar 3.512 jiwa/km
2
 terus 
diurutan ketiga ada kecamatan Manggala dengan kepadatan penduduk sekitar 
4.896 jiwa/km
2
, kemudian diikuti kecamatan Ujung Tanah dan  kecamatan 
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Panakkukang diurutan keempat dan kelima dengan kepadatan penduduk sekitar 
7.935 jiwa/km
2 
dan 8.371 jiwa/km
2
. 
35
 
Berikut dapat dilihat pada tabel tentang jumlah penduduk dirinci menurut rasio 
jenis kelamin dan persentase penduduk dan kepadatan penduduk menurut 
kecamatan di Kota Makassar. 
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Rasio Jenis Kelamin Kota Makassar 
Tahun 2014 
Kode 
Wilayah 
Kecamatan 
Penduduk Rasio 
Jenis 
Kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah 
010 Mariso 28.101 28.307 56.408 99,27 
020 Mamajang 29.085 30.474 59.560 95,44 
030 Tamalate 85.279 87.227 172.506 97,77 
031 Rappocini 74.077 78.454 152.531 94,42 
040 Makassar 40.616 41.862 82.478 97,02 
050 Ujung Pandang 12.805 14.355 27.160 89,20 
060 Wajo 14.415 15.223 29.639 94,69 
070 Bontoala 26.684 28.030 54.714 95,20 
080 Ujung Tanah 23.603 23.530 47.133 100,31 
090 Tallo 67.888 67.686 135.574 100,30 
100 Panakukkang 70.663 72.066 142.729 98,05 
101 Manggala 59.008 59.183 118.191 99,70 
110 Biringkanaya 83.996 85.344 169.340 98,42 
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111 Tamalanrea 51.462 52.713 104.175 97,63 
Kota Makassar 667.681 684.455 1.352.13
6 
97,55 
   Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 20114.  
Tabel 2.3. Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di 
Kota Makassar Tahun 2011 
Kode 
Wilayah 
Kecamatan 
Presentase 
Penduduk (%) 
Kepadatan 
Penduduk 
010 Mariso 4,17 30.993 
020 Mamajang 4,40 26.471 
030 Tamalate 12,76 8.536 
031 Rappocini 11,28 16.526 
040 Makassar 6,10 32.730 
050 Ujung Pandang 2,01 10.327 
060 Wajo 2,19 14.894 
070 Bontoala 4,05 26.054 
080 Ujung Tanah 3,49 7.935 
090 Tallo 10,03 23.254 
100 Panakukkang 10,56 8.371 
101 Manggala 8,74 4.896 
110 Biringkanaya 12,52 3.512 
111 Tamalanrea 7,70 3.272 
Kota Makassar 100,00 7.693 
   Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2014. 
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3. Visi dan Misi Kota Makassar 
a) Visi Kota Makassar 
Rumusan Visi Kota Makassar 2014 sebagai bagian pencapaian Visi jangka  
panjang  sebagaimana yang tertuang  dalam Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD)  Kota Makassar Tahun 2005-2025, yakni  “Makassar sebagai Kota 
Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang berorientasi Global, 
Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat”  adalah bagian yang tidak 
terpisahkan  dari Visi Pemerintah Kota Makassar 2009 sebagaimana ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana 
Strategis Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009 yang disempurnakan 
dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2006  tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2014 yakni 
“Makassar Kota Maritim, Niaga dan Pendidikan yang Bermartabat dan 
Manusiawi”, sehingga untuk menjamin konsistensi pembangunan jangka 
menengah dan jangka panjang dan agar dapat dipelihara kesinambungan arah 
pembangunan daerah dari waktu ke waktu, maka Visi Kota Makassar 
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar  Nomor 6 
tahun 2009  adalah  “Makassar Menuju Kota Dunia Berlandas Kearifan Lokal”.  
Visi ini terinspirasi dari dua hal  mendasar : Pertama , yakni jiwa dan 
semangat untuk memacu perkembangan Makassar agar lebih maju, terkemuka dan 
dapat menjadi Kota yang diperhitungkan  dalam pergaulan  regional , nasional dan 
global.  Kedua, yakni jiwa dan semangat  untuk tetap memelihara kekayaan 
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kultural dan kejayaan Makassar yang telah dibangun sebelumnya, ditandai dengan 
keterbukaan untuk menerima  perubahan dan perkembangan, sembari tidak 
meninggalkan nilai-nilai yang menjadi warisan sejarah masa  lalu. Selanjutnya 
Visi jangka panjang tersebut dijabarkan dalam visi 5 (lima) tahunan Pemerintah 
Kota Makassar, sebagai upaya mewujudkan visi jangka panjang dan sikap 
konsistensi Pemerintah Kota Makassar, sehingga tercipta kesinambungan arah 
pembangunan. Memperhatikan kewenangan otonomi daerah sesuai Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan 
perkembangan lingkungan strategis dengan posisi Makassar Kawasan Timur 
Indonesia, serta dengan dukungan nilai-nilai budaya yang menunjang tinggi 
harkat dan martabat manusia, maka dirumuskan Visi Pemerintah Kota Makassar 
Tahun 2014 sebagai berikut “Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan 
yang Bermartabat dan Manusiawi”.Visi tersebut mengandung makna : 
1) Terwujudnya kota Maritim yang tercermin pada tumbuh  berkembangnya 
budaya bahari dalam kegiatan sehari-hari dan dalam pembangunan yang 
mampu memanfaatkan daratan maupun perairan secara optimal dengan 
tetap terprosesnya peningkatan kualitas lingkungan hidupnya; 
2) Terwujudnya atmosfir perniagaan yang aman, lancar dan mantap bagi 
pengusaha kecil, menengah maupun besar; 
3) Terwujudnya atmosfir pendidikan yang kondusif dalam arti adil dan 
merata bagi setiap golongan dan lapisan masyarakat, yang relevan dengan 
dunia kerja, yang mampu meningkatkan kualitas budi pekerti dan relevan 
dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);  
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4) Terwujudnya Makassar sebagai kota maritim, niaga dan pendidikan ini 
dilandasi oleh martabat para aparat Pemerintah Kota, warga kota dan 
pendatang yang manusiawi dan tercermin dalam peri kehidupannya yang 
menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan 
manusia dengan  manusia dan hubungan manusia dengan alam. 
36
 
b) Misi Kota Makassar 
Berdasarkan Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2014 yang pada 
hakekatnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Makassar Tahun 
2025, maka dirumuskan Misi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2014 sebagai 
berikut: 
1) Mengembangkan kultur maritim dengan dukungan infrastruktur bagi 
kepentingan lokal, regional, nasional dan internasional. 
2) Mendorong tumbuhnya pusat-pusat perniagaan melalui optimalisasi 
potensi lokal. 
3) Mendorong peningkatan kualitas manusia melalui pemerataan pelayanan 
pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat 
4) Mengembangkan apresiasi budaya dan pengamalan nilai-nilai agama 
berbasis kemajemukan masyarakat 
5) Mengembangkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa 
melalui peningkatan profesionalisme aparatur 
6) Mendorong terciptanya stabilitas, kenyamanan dan tertib lingkungan 
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7) Peningkatan infrastruktur kota dan pelayanan publik.37  
A. VISI DAN MISI DPRD KOTA MAKASSAR 
1. VISI DPRD KOTA MAKASSAR 
“Sebagai fasilitator dan pusat pelayanan prima yang berkualitas bagi 
keberhasilan  pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Makassar” 
2.  MISI DPRD KOTA MAKASSAR  
Misi DPRD Kota Makassar sebagai berikut :  
1.   Memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi dengan prima 
guna mendukung fungsi keberhasilan tugas dan fungsi DPRD Kota 
Makassar.  
2.   Membina dan meningkatkan potensi staf dan kualitas  SDM yang 
professional dan handal.  
3.  Meningkatkan kuantitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam 
rangka memfasilita si kepentingan anggota DPRD Kota Makassar.  
4.  Memfasilitasi DPRD Kota Makassar mengakomodir aspirasi masyarakat 
sehingga tercipta warga kota yang demokratis berlandaskan hukum. 
38
 
B. TUGAS POKOK DPRD KOTA MAKASSAR  
“Tugas dan wewenang Pokok DPRD :   
a.  Membentuk peraturan daerah yang di bahas dengan Kepala Daerah untuk  
mendapat persetujuan bersama.  
b.  Menetapkan anggota pendapatan dan belanja daerah bersama dengan 
Kepala Daerah.  
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c.  Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan 
peraturan perundangan-undangan lainnya, keputusan pemerintah daerah 
dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama 
internasional di Daerah.  
d.  Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil 
kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri dalam negeri untuk 
DPRD Provinsi, dan kepada Menteri dalam negeri melalui Gubernur 
untuk DPRD Kabupaten/Kota.  
e.  Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah 
terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan 
daerah.  
f.   Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam 
pelaksanaan tugas desentralisasi.  
g.  Tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang.  
 *Fungsi DPRD Kota Makassar :  
   1.  Fungsi legislasi yaitu diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah        
bersama kepala daerah.  
        2.   Fungsi anggaran diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD 
bersama pemerintah daerah.  
  3.  Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap 
pelaksanaan Undang-Undang peraturan daerah keputusan kepala daerah 
dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
39
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  C. TUGAS POKOK STRUKTUR ORGANISASI DPRD KOTA 
MAKASSAR 
  Tugas Pokok Dan Fungsi Jabatan  
        1.  Pimpinan DPRD  
     Tugas Dan Fungsi  
    1. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk                                 
mengambil keputusan.  
      2.  Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua 
dan wakil ketua.  
     3.  Menjadi juru bicara DPRD  
     4.  Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD.  
     5.  Mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan instansi pemerintah 
lainnya sesuai dengan keputusan DPRD.  
     6.  Mewakili DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD dipengadilan.  
      7. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan peraturan perundangan-
undangan.  
8.  Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat 
paripurna DPRD.  
 II.  Panitia Musyawarah  
          Tugas Dan Fungsi  
          1.  Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD di 
minta atau tidak di minta.  
          2.  Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD. 
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          3.   Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul 
perbedaan pendapat.  
          4.  Memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan.  
          5.  Merekomendasikan pembentukan panitia khusus.   
    III. Komisi 
         Fungsi Dan Tugas 
1.  Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan 
Negara kesatuan republik Indonesia dan daerah.  
2.  Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, dan 
rancangan keputusan DPRD. 
3.  Melakukan pengawasan terhadap pembangunan, pemerintahan, dan 
kemasyarakatan, sesuai dengan bidang komisi masing-masing. 
4.  Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian 
masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan masyarakat kepada 
DPRD. 
5.  Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat. 
6.  Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. 
7.  Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan 
pimpinan DPRD. 
8.  Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat. 
9.  Mengajukan usul pada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang 
lingkup bidang tugas masing-masing komisi. 
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10. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil 
pelaksanaan tugas komisi. 
Ada 4 (empat) komisi yang bertugas di kantor DPRD Kota Makassar, yaitu : 
1.  Komisi A 
Bidang Pemerintahan Meliputi : 
   Pemerintahan 
   Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 
   Informatika/Komunikasi dan Pengelolaan Data Elektronik 
   Media Massa 
   Hukum/Perundang-undangan dan HAM 
   Kepegawaian /Aparatur 
   Perizinan Organisasi Sosial Politik 
   Organisasi Sosial Masyarakat dan Pertanahan 
   Kependudukan 
   Umum 
Pendayagunaan Fungsi Komisi A dalam Pengawasan Pemerintahan : 
     Meliputi kegiatan rapat internal, rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan 
rapat dengar pendapat umum dengan lembaga-lembaga, organisasi 
kemasyarakatan maupun perseorangan, kunjungan dalam daerah dan kunjungan 
kerja luar daerah yang terkait dengan bidang pemerintahan, hokum, ketentraman 
dan ketertiban masyarakat, informatika/komunikasi dan pengelolaan data 
elektronik, media massa, hukum perundang-undangan dan HAM, 
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kepegawaian/aparatur, perizinan, organisasi sosial politik, organisasi sosial 
masyarakat dan pertanahan, kependudukan. 
2.   Komisi B 
      Bidang Perekonomian dan Keuangan Meliputi : 
 Perdagangan 
 Perindustrian 
 Pertanian 
 Perikanan dan Kelautan 
 Peternakan 
 Perkebunan 
 Kehutanan 
 Pengadaan pangan /logistic 
 Koperasi dan UKM 
 Pariwisata 
 Keuangan Daerah 
 Perpajakan 
 Retribusi 
 Perbankan 
 Perusahaan Daerah 
 Perusahaan Patungan 
 Dunia usaha dan Penanaman Modal 
Pendayagunaan Fungsi Komisi B dalam Pengawasan Bidang Perekonomian dan 
Keuangan : 
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    Meliputi kegiatan rapat internal, rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan 
rapat dengar pendapat umum dengan lembaga-lembaga, organisasi 
kemasyarakatan maupun perseorangan, kunjungan dalam daerah dan kunjungan 
kerja luar daerah yang terkait dengan bidang perdagangan, perindustrian, 
pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengadaan 
pangan/logistik, koperasi dan UKM, pariwisata, keuangan daerah, 
perpajakan,retribusi, perbankan, perusahaan daerah, perusahaan patungan, dunia 
usaha dan penanaman modal. 
3.   Komisi C 
Bidang Pembangunan Meliputi : 
 Pekerjaan Umum 
 Prasarana Wilayah dan Permukiman 
 Tata Ruang Kota 
 Kebersihan dan Keindahan 
 Perhubungan 
 Pertambangan dan Energi 
 Jasa Telekomunikasi 
 Lingungan Hidup 
Pendayagunaan Fungsi Komisi C dalam Pengawasan Bidang Pembangunan : 
 Meliputi kegiatan rapat internal, rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan 
rapat dengar pendapat umum dengan lembaga-lembaga, organisasi 
kemasyarakatan maupun perseorangan, kunjungan dalam daerah dan kunjungan 
kerja luar daerah yang terkait dengan bidang pekerjaan umum, prasarana wilayah 
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dan pemukiman, tata ruang kota, kebersihan dan keindahan, perhubungan, 
pertambangan dan energi, jasa telekomunikasi dan lingkungan hidup. 
4.   Komisi D 
   Bidang Kesejahteraan Rakyat 
    Ketenagakerjaan 
    Pendidikan 
    Ilmu Pengetahuan & Teknologi 
    Kepemudaan & Olahraga 
    Agama 
    Kebudayaan 
    Sosial 
    Kesehatan & Keluarga Berencana 
    Peranan Wanita 
Pendayagunaan Fungsi Komisi D dalam Pengawasan Bidang Kesehjahteraan 
Rakyat : 
 Meliputi kegiatan rapat internal, rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan 
rapat dengar pendapat umum dengan lembaga-lembaga, organisasi 
kemasyarakatan maupun perseorangan, kunjungan dalam daerah dan kunjungan 
kerja luar daerah yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu 
pengetahuan dan teknologi, kepemudaan dan olahraga, agama, kebudayaan, 
sosial, kesehatan dan keluarga berencana, peranan wanita. 
 IV. Badan Kehormatan 
 Fungsi Dan Tugas : 
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1.  Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD 
dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas 
DPRD. 
2.  Meneliti dengan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap 
peraturan perundangan-undangan, kode etik, dan peraturan tata tertib 
DPRD. 
3.  Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan atas 
pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat atau pemilih. 
4.  Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pimpinan DPRD dan 
merekomendasikan untuk pemberhentian anggota DPRD antar waktu 
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. 
5.  Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi 
nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan 
DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat atau pemilih. 
V. Panitia Anggaran 
Fungsi Dan Tugas 
1.  Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD 
kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan pendapatan 
anggaran dan belanja daerah selambat-lambatnya lima bulan sebelum 
ditetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 
2.   Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam 
mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan anggaran 
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pendapatan daerah dan belanja daerah sebelum ditetapkan dalam rapat 
paripurna. 
3.   Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra 
rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan, dan 
penghitungan anggaran dan belanja daerah yang telah disampaikan oleh 
kepala daerah. 
4.   Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan 
anggaran yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. 
5.   Menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap 
penyusunan anggaran belanja sekretariat DPRD.
40
 
D. DPRD SEBAGAI FUNGSI LEGISLASI 
   Fungsi legislasi DPRD dalam konteks ilmu politik diartikan sebagai 
sebuah substansi peran dari suatu struktur atau yang diterangkan oleh fungsi 
legislatif. Dengan demikian maka fungsi legislatif menunjuk pada substansi 
peran yang harusnya dilakukan oleh lembaga legislatif. Merujuk pada UU No. 
10 tahun 2004 pasal satu ayat 10 proses legislasi daerah hendaknya dilakukan 
dalam kerangka yang terencana, terpadu dan sistematis. Legislasi daerah adalah 
instrumen perencanaan program di daerah termsuk didalamnya adalah 
penyusunan raperda. Proses penyusunan raperda setidaknya melalui dua jalur. 
Pertama, melalui inisiatif Eksekutif dimana sebuah rancangan masuk ke DPRD 
dari Eksekutif yang kemudian dibahas di rapat dewan untuk dianalisis apakah 
layak untuk dibawa ke pansus.  
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   Mengenai fungsi lembaga legislatif, beberapa pakar telah 
mengemukakan pendapatnya. Fungsi badan legislatif yang paling penting adalah 
menentukan kebijakan (policy) dan membuat undang-undang. Untuk itu DPRD 
diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen yang disusun oleh 
pemerintah dan hak budget. Maka lembaga legislatif dalam fungsi perundang-
undangan harus dapat melihat kepentingan atau aspirasi yang ada di masyarakat 
sehingga kebijakan yang akan diambil dapat memuaskan masyarakat. Fungsi 
legislatif sebagai fungsi badan legislatif yang utama dan asli yaitu fungsi 
pembuatan undang-undang atau perda. Lewat fungsi pembuatan undang-
undang, DPRD menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya, baik secara 
material maupun secara fungsional.  
Rekapitulasi keputusan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh DPRD Kota 
Makassar Pada Periode 2009-2014 dapat dilihat sebagai berikut : 
Tabel  
Perda Yang Telah Ditetapkan DPRD Kota Makassar Pada Periode 2009-2014 
No.  Perda Yang Telah Ditetapkan  Perda Yang Mengendap 
1.  Perda Tentang Bangunan 
Bertingkat 
Perda tentang Penataan 
Peredaran Minuman Alkohol 
2.  Perda Kawasan Tanpa Asap 
Rokok 
Perda tentang Tanggung Jawab 
Sosial dan Perusahaan 
3.  Perda tentang fosum-Fosus Perda tentang Peningkatan 
Kesejahteraan Sosial 
4.  Perda Tentang Perlindungan 
Cagar Budaya 
 
5.  Perda Pendidikan baca tulis Al-
Qur’an 
 
6.  Perda perlindungan Konsumen  
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7.  Perda penataan dan pengendalian 
pembangunan menara 
telekomunikasi 
 
8.  Perda tentang Ruang Terbuka 
Hijau 
 
9.  Perda Pengelolaan Aset  
10.  Perda Rumah Kos  
11.  Perda Tentang Perlindungan 
Tenaga Kerja 
 
12.  Perda Tentang Penyandang 
Disabilitas 
 
13.  Perda Tentang Perlindungan, 
Pemberdayaan, Pasar Tradisional 
dan Penataan Pasar Modern 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Analisis Fungsi Legislasi Anggota DPRD Kota Makassar Periode 2009-
2014 
  Kebijakan otonomi daerah yang sedang dijalankan telah memberikan 
peluang yang sangat besar bagi penguatan fungsi lembaga legislatif daerah. Hal 
ini sejalan dengan semangat untuk melaksanakan demokratisasi dalam aspek 
pemerintahan. Kondisi ini sangat kontradiktif dengan pengalaman sebelumnya, 
dimana DPRD diletakkan setingkat lebih rendah dari Kepala Daerah. Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang sangat besar bagi 
DPRD, mulai dari pembuatan Peraturan Daerah yang dibahas dengan kepala 
daerah untuk mendapat persetujuan bersama, menetapkan APBD, mengusulkan 
pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kepada Presiden melalui Gubernur sampai dengan memberikan persetujuan 
terhadap rencana kerjasama antara daerah dengan pihak ketiga yang membebani 
masyarakat dan daerah. Tentu saja hal ini berimplikasi sangat luas, terlebih karena 
pengalaman kita didalam berdemokrasi sangat terbatas, bahkan tidak jarang 
DPRD seringkali dihujat karena keterlibatannya dalam tindakan-tindakan yang 
tidak sepantasnya sesuai dengan etika politik dan pemerintahan.
41
 
 Konsekuensi dari kebijakan otonomi daerah yang didasarkan pada 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka penyelenggaraan pemerintahan di 
Daerah dijalankan secara demokratis, artinya dalam lingkup daerah masyarakat 
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perlu dilibatkan dalam proses pembuatan dan penentuan kebijakan Pemerintah 
Daerah. Oleh karena itu, DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah 
otonom, menjadi penting keberadaannya dalam membangun Pemerintah Daerah 
yang demokratis. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah, 
sehingga posisi legislatif daerah menjadi sangat strategis di era sekarang ini, 
karena ketika daerah diberi tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya 
sendiri sebagaimana hakekat otonomi daerah, maka legislatif lokal yang 
memproduksi sekaligus mengendalikan berbagai kebijakan yang diperlukan dan 
atau tidak diperlukan. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa keberadaan anggota 
legislatif daerah sudah memahami tugas dan fungsinya serta memiliki kemampuan 
sumber daya seperti yang diharapkan ini, DPRD Kota Makassar memainkan peran 
sebagai lembaga wakil rakyat, sehingga pelaksanaan peran tersebut akan menjadi 
parameter untuk melihat keberadaan lembaga ini dalam melaksanakan tugas.
42
 
1. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Makassar 
Salah satu fungsi DPRD adalah menentukan kebijakan dan membuat 
Peraturan Perundang-undangan (Perda). Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota 
Makassar tersebut melalui beberapa proses mulai dari penyusunan Raperda, 
pembahasan Raperda sampai ditetapkan menjadi Perda. Selanjutnya dalam 
penelitian ini, penulis akan menggambarkan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD 
Kota Makassar, maka dapat diketahui mekanisme penyusunan Perda, hubungan 
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DPRD dengan eksekutif dalam penyusunan Perda dan aktor yang terlibat dalam 
pembuatan Perda. 
43
 
a. Mekanisme Penyusunan Perda  
Mekanisme penyusunan Perda diawali dari asal Perda tersebut berawal. 
Sebagaimana lazimnya produk hukum berupa Perda, ada 2 kemungkinan tentang 
usulan Perda. Yang pertama Raperda berasal dari usulan pihak eksekutif 
(Pemerintah Daerah), dalam hal ini adalah Kepala Daerah, dimana hal ini diatur 
dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 25 huruf b yang mengatur 
mengenai tugas dan wewenang Kepala Daerah yaitu mengajukan Raperda. Yang 
kedua, Raperda berasal dari pihak DPRD. Hal ini diatur dalam Undang-undang 
No. 32 Tahun 2004 pasal 42 huruf a yang menyatakan bahwa DPRD mempunyai 
tugas dan wewenang dalam membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala 
Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Selain itu dalam pasal 44 ayat (1) 
huruf a juga disebutkan bahwa anggota DPRD Kota Makassar mempunyai hak 
untuk mengajukan Raperda yang akan diusulkan oleh DPRD Kota Makassar. 
Terdapat serangkaian langkah utama yang perlu dilakukan agar Perda dapat 
dirumuskan dengan baik dan pelaksananya dapat efektif. Adapun langkah atau 
tahapan dalam penyusunan Perda meliputi tahap perencanaan Perda, tahap 
perancangan Raperda tahap penyebarluasan Raperda, tahap pembahasan Perda, 
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tahap penetapan Raperda, tahap pengundangan dan tahap penyebarluasan Perda 
itu sendiri di Kota Makassar.
44
  
1) Tahap Perencanaan Raperda 
  Salah satu tahap awal dan penting dalam bidang hukum, khususnya 
program pembentukan peraturan perundang-undangan adalah tahap perencanaan. 
Tahap perencanaan ini adalah perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam 
suatu Program Legislatif Daerah (Prolega). Program Legislatif Daerah ini adalah 
upaya penyusunan rencana dan prioritas pembentukan Peraturan Perundang-
undangan dalam kurun waktu tertentu, baik lima tahunan maupun satu tahunan. 
Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Makassar dapat menyusun Program Legislasi 
Daerah yang memuat rencana dan prioritas pembentukan Perda untuk kurun 
waktu lima tahunan dan satu tahunan. Prioritas ditentukan berdasarkan pengkajian 
atau inspirasi dan kebutuhan daerah masing-masing serta memperlihatkan 
perubahan kenegaraan dan kemasyarakatan relatif cepat. Penyusunan Program 
Legislasi Daerah dapat dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap pertama pada 
pemerintah Daerah dengan meminta masukan dari Dinas-dinas Daerah atau 
Perangkat daerah lainnya mengenai Raperda yang diperlukan untuk memperlancar 
kerja masing-masing Dinas yang bersangkutan dan tahap kedua di DPRD, 
masukan dapat diperoleh dari komisi-komisi, fraksi, maupun aspirasi masyarakat 
yang disampaikan kepada DPRD Kota Makassar. Keadaan yang terjadi di Kota 
Makassar, tahap perencanaan dalam penyusunan peraturan di Kota Makassar 
belum berdasarkan pada prioritas pembentukan Perda untuk lima tahunan dan satu 
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tahunan. Tahap perencanaan tersebut lebih mengarah pada kebutuhan Pemerintah 
Kota Makassar untuk memperlancar tugasnya dan agar memiliki landasan 
operasional. 
45
   
Penyusunan program legislasi di Kota Makasar tidak menggunakan skala 
prioritas lima tahunan atau satu tahunan. Penyusunan program legislasi 
disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Di Kota Makassar pada saat ini tidak 
terdapat Badan khusus yang menangani program legislasi atau yang biasanya 
disebut Panitia Legislasi (Panteg). Dalam tahap perencanaan ini, penyusunan 
program legislasi sebagian besar berasal dari Pemerintah Kota Makassar. Program 
Legislasi Daerah sangatlah penting karena program legislasi daerah (Prolega) 
dapat menjadi acuan bagi perangkat daerah atau DPRD dalam menyiapkan draft 
Raperda yang menjadi kebutuhan Kota Makassar dan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat Kota Makassar. Tahap perencanaan sangat menentukan dalam 
penyusunan Raperda karena tahap perencanaan mengarah pada penyusunan 
rencana dan prioritas pembentukan Perda sehingga penyusunan Program Legislasi 
Daerah dapat menghindarkan terjadinya ketidaksinkronan dan ketidakharmonisan 
peraturan yang telah dibuat.
46
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2) Tahap Perancangan Raperda  
  Tahap awal pembentukan Perda setelah perencanaan yaitu perancangan. 
Tahap perancangan diawali dengan identifikasi agenda yang berasal dari publik, 
DPRD atau Pemerintah Daerah. Publik bisa menyampaikan permasalahan yang 
pantas dimasukkan dalam agenda politik untuk selanjutnya dirumuskan sebagai 
kebijakan publik yang tertuang dalam Perda. Aspirasi publik kemudian disalurkan 
kepada Pemerintah Daerah atau DPRD Kota Makassar untuk ditindak lanjuti. 
Meskipun publik dapat memprakarsai pembentukan Perda termasuk menyusun 
rancangan Perda, namun untuk dapat menjadi Perda pengajuan secara formil tetap 
dilakukan melalui dua pintu yaitu DPRD dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal 
tersebut maka proses yang mengawali pembentukan Perda dibedakan antara 
tahapan penyusunan Raperda yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan yang 
dilakukan oleh DPRD Kota Makassar. Agenda politik dari Pemerintah Daerah 
dapat diprakarsai oleh masing-masing unit kerja yang ada di daerah. Agenda 
tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk usul prakarsa yang apabila disetujui 
dapat dilanjutkan dengan penyusunan draft Perda. 
47
 
 Tahapan di Pemerintah Daerah, berdasarkan Kepmendagri dan Otonomi 
Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum 
daerah adalah sebagai berikut :  
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a) Pimpinan unit kerja memprakarsai rencana penyusunan produk hukum daerah. 
Tanpa mengurangi ketentuan ini, bagian hukum dapat melakukan penyusunan 
produk hukum daerah;  
b) Rencana penyusunan produk hukum daerah diajukan kepada Sekretaris 
Daerah untuk dilakukan harmonisasi materi dan sikronisasi pengaturan. 
Rencana tersebut dilampiri dengan pokok-pokok pikiran yang berisi : maksud 
dan tujuan pengaturan ; dasar hukum; materi yang akan diatur dan keterkaitan 
dengan peraturan perundang-undangan lain ;  
c) Sekretaris daerah menugaskan kepada bagian hukum untuk melakukan 
harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan ;  
d) Setelah mendapat persetujuan dari sekretaris daerah, pimpinan unit kerja 
menyiapkan draft awal dan melakukan pembahasan ;  
e) Pembahasan draft awal melibatkan bagian hukum dan unit kerja terkait;  
f) Dalam rangka penyusunan produk hukum, dapat dibentuk tim antar unit kerja 
yang diketuai oleh pejabat pimpinan unit kerja yang ditunjuk oleh kepala 
daerah dan kepada bagian hukum yang berkedudukan selaku sekretaris tim ;  
g)  Selesai dibahas, pimpinan unit kerja menyampaikan rancangan produk hukum 
daerah kepada Sekretaris Daerah melalui bagian hukum untuk selanjutnya 
diajukan kepada Kepala Daerah. Sebelum disampaikan kepada Kepala 
Daerah, rancangan produk hukum harus mendapat paraf dari pimpinan untuk 
kerja terkait. Pelaksanaan paraf dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang 
dalam hal ini bagian hukum ;  
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h) Rencana Perda disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk 
dilakukan pembahasan. Tahapan di DPRD anggota dewan dapat membawakan 
agenda yang sejalan dengan program partai atau konstituennya.  
   Dengan beberapa dukungan, agenda tersebut dapat ditindaklanjuti 
dengan penyusunan  draft perda. Draft tersebut kemudian diajukan untuk 
mendapat persetujuan. Sementara tahapan penyusunan Raperda yang berasal 
dari DPRD, pada umumnya diatur oleh masing-masing DPRD. Di dalam 
Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Makassar Pasal 31 diatur ketentuan mengenai 
hak mengajukan Raperda sebagai berikut :  
a) Sekurang-kurangnya lima orang anggota DPRD Kota Makassar dapat 
mengajukan usul prakarsa Raperda;  
b) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan 
kepada Pimpinan DPRD Kota Makassar dalam bentuk Raperda disertai 
penjelasan secara tertulis diberi nomor registrasi oleh Sekretariat DPRD;  
c) Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat 
paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah;  
d) Dalam Rapat Paripurna para pengususl diberi kesempatan memberi 
penjelasan atas usust sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di pasal ini;  
e) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan 
kesempatan kepada :  
(1) Anggota DPRD Kota Makassar lainnya untuk memberikan pandangan;  
(2) Kepala Daerah untuk memberikan pendapatnya;  
 60   
   
(3) Para pengususl memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan 
pendapat Kepala Daerah.  
f) Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau 
menolak usulan dari prakarsa DPRD;  
g) Tata cara pembahasan Raperda atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan 
yang berlaku dalam pembahasan Raperda atas prakarsa Kepala Daerah;  
h) Selama usul prakarsa belum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para 
pengusul berhak mengajukan perubahan dan/ atau mencabutnya;  
3) Tahap Pengajuan Raperda  
Raperda yang dirancang oleh Pemerintah Daerah disampaikan oleh 
Kepala Daerah kepada Pimpinan DPRD dengan surat pengantar. Sedangkan 
Raperda yang diajukan oleh anggota, komisi-komisi atau oleh kelengkapan 
khusus yang menangani bidang legislasi dibahas  terlebih dahulu di DPRD 
untuk mendapat persetujuan DPRD. Raperda yang telah dipersiapkan oleh 
DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah. Keadaan di 
lapangan yang selama ini terjadi, semua rancangan Perda berasal dari 
Pemerintah Daerah Kota Makassar diajukan ke DPRD Kota Makassar. 
Sedangkan DPRD Kota Makassar belum pernah menyusun Perda sehingga 
belum pernah mengajukan Raperda ke Pemerintah Kota Makassar.
48
  
4) Tahap Penyebarluasan Raperda  
 Setelah adanya pengajuan Raperda, tahap selanjutnya adalah 
penyebarluasan Raperda. Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah 
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disebarluaskan oleh Sekretariat DPRD. Sedangkan Raperda yang berasal dari 
DPRD disebarluaskan oleh Sekretariat Daerah. Sesuai dengan pengamatan 
peneliti Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota Makassar oleh 
Sekretariat Dewan dilakukan penyebarluasan kepada para anggota dewan, 
penyebarluasan Raperda inisiatif Pemerintah Daerah tersebut agar semua 
anggota dewan mengetahui Raperda apa yang diusulkan dan maetri apa yang 
terkandung dalam Raperda tersebut sehingga mempermudah dalam melakukan 
pembahasan.
49
  
5) Tahap Pembahasan Raperda  
  Mekanisme dan proses pembahasan Raperda sampai menjadi Perda 
dilakukan dengan beberapa tahap pembicaraan. Proses pembahasan Raperda 
melalui (empat) tahap, baik itu usul rancangan yang berasal dari Kepala Daerah 
maupun usulan Raperda atas hak prakarsa DPRD. Sesuai dengan pengamatan 
peneliti di lapangan dalam praktek yang sering terjadi adalah usul Raperda itu 
berasal dari pihak eksekutif. Hal tersebut memang sesuai dengan kenyataan 
yang ada di lapangan dan hampir terjadi di DPRD di seluruh Indonesia baik 
DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten/ Kota. Begitu juga yang terjadi pada 
DPRD Kota Makassar usul Raperda yang berasal dari hak prakarsa DPRD tidak 
prnah digunakan atau dengan kata lain Raperda itu selalu berasal dari pihak 
eksekutif (Kepala Daerah).
50
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Adapun tahapan pembicaraan mengenai pembahasan Raperda 
berdasarkan peraturan Tata Tertib DPRD Kota Makassar Pasal 101 dilakukan 
melalui 4 (empat) tahap pembicaraan yaitu Tahap I, Tahap II, Tahap III, Tahap 
IV. 
 Pembicaraan Tahap I meliputi :  
1. Penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna tentang penyampaian 
Raperda yang berasal dari usulan Kepala Daerah;  
2. Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi/ Gabungan Komisi 
atau Pimpinan Panitia Khusus terhadap Raperda dan atau Perubahan Perda 
yang berasal dari usulan DPRD. 
Pembicaraan Tahap II meliputi :  
1. Dalam hal Raperda yang berasal dari usulan Kepala Daerah :  
a. Pandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap Raperda yang berasal dari 
Kepala Daerah,  
b. Jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.  
2. Dalam Raperda berasal dari usul DPRD :  
a. Pendapat Kepala Daerah tentang Raperda atas usul DPRD;  
b. Jawaban dari fraksi-fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah.  
Pembicaraan Tahap III meliputi :  
1. Pembahasan dalam Rapat Komisi, Gabungan Komisi/ Panitia Khusus 
dilakukan bersama-sama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;  
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2. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud huruf a pasal ini dilaporkan di 
dalam Rapat Paripurna DPRD oleh Komisi/ Gabungan Komisi/ anitia 
Khusus apabila Raperda tersebut atas usul Kepala Daerah atau oleh Kepala 
Daerah apabila Raperda tersebut atas usul DPRD;  
3. Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 pasal ini, harus 
melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan tertulis 
berkaitan dengan materi muatan yang harus dimuat dalam Perda yang 
sedang dibahas.  
Pembicaraan Tahap IV meliputi :  
1. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:  
a. Laporan hasil Pembicaraan tahap tiga;  
b. Pendapat akhir fraksi;  
c. Pengambilan keputusan.  
2. Penyampaian sambutan Kepala Daerah terhadap keputusan. Setelah 
pembahasan tahap II selesai maka tahap terakhir yaitu tahap IV pengambilan 
keputusan dalam Rapat Paripurna. Pada Rapat Paripurna tersebut semua 
Pansus termasuk Pansus B menyampaikan Pembicaraan tahap III dan diikuti 
pendapat akhir fraksi kemudian dilakukan pengambilan keputusan terakhir 
serta setelah terjadi kesepakatan bersama, dari semua  Raperda yang ada.  
6) Tahap Penetapan Raperda  
     Setelah dilakukan pembahasan samapi pada Tahap IV, tahap 
selanjutnya adalah tahap penetapan Raperda menjadi Perda. Raperda yang telah 
disetujui bersama oleh DPRD disampaikan  oleh Pimpinan Dewan kepada 
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Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda. Penyampaian Raperda kepada 
Walikota dilakukan dalam kurun paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal 
persetujuan bersama. Penandatangan oleh Walikota paling lambat 30 (tiga 
puluh) dari sejak Raperda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota. 
Apabila Raperda yang telah disetujui bersama tidak ditandatangani oleh 
Walikota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda tersebut 
disetujui bersama, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib 
diundangkan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penetapan Raperda 
yang ada telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. sebelum jangka waktu 
yang ditetapkan habis. Walikota Makassar sudah menandatangani Raperda yang 
telah disetujui bersama antara DPRD dan Walikota Makassar.
51
  
7) Tahap Pengundangan  
     Pengundangan Perda dilakukan dalam Lembaran Daerah. Sekretaris 
Daerah menandatangani pengundangan Perda dengan membubuhkan tanda 
tangan pada naskah Perda tersebut. Pengundangan ini penting karena Peraturan 
Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada 
tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan. Pengundangan Perda Kota Makassar dilakukan 
Sekretaris Daerah dan DPRD tidak ikut serta melakukan pengundangan Perda 
tersebut. Semua pengundangan Perda yang sudah dinyatakan sah harus 
                                                             
51
   Himawan E. B. , Pembentukan Peraturan Daerah. www. geogle. com  
 65   
   
mendapatkan persetujuan oleh Pemerintah Propinsi yang ditunjuk sebagai 
perwakil dari Pemerintah Pusat.
52
  
8) Tahap Penyebarluasan Perda  
 Tahap terakhir dari penyusunan Perda adalah Tahap penyebarluasan 
Perda yang nantinya dapat diketahui semua pihak dan dapat dilaksanakan secara 
efektif. Penyebarluasan peraturan daerah ini dapat dilakukan melalui berbagai 
cara misalnya media cetak, media elektronik dan cara lainnya. Penyebarluasan 
Perda Kota Makassar dilakukan oleh lingkungan Pemerintah Kota Makassar dan 
biasanya diserahkan pada Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar.
53
      
Penyebarluasan Perda Kota Makassar dilakukan dengan berbagai cara yaitu 
melalui :  
a) Media cetak, 
b) Cara lainnya yaitu sosialisasi Perda Kota Makassar biasanya diagendakan 
dalam sebuah buku yang merupakan kumpulan Perda yang telah disahkan 
pada tahun tersebut. Kumpulan Perda tersebut disebarkan kepada 
kecamatan-kecamatan dari kelurahan-kelurahan di seluruh Kota Makassar.  
b. Hubungan DPRD dengan Eksekutif dalam penyusunan Perda  
  Hubungan antara DPRD Kota Makassar dengan eksekutif dalam 
penyusunan Perda Kota Makassar diwujudkan dengan kegiatan interaksi dan 
negosiasi dalam rapat pembahasan Raperda yang akan diusulkan. DPRD 
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memegang dua peranan dalam waktu yang sama yakni bertindak sebagai wakil 
rakyat dan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan kata 
lain, peranan yang pertama ialah selaku wakil rakyat dan sebagai penyalur serta 
pelindung kepentingan rakyat di daerah yang diwakilinya, dalam hal ini juga 
anggota DPRD seakan-akan berhadapan dengan eksekutif. Peranan yang kedua 
yaitu selaku pembentuk legitimasi bagi eksekutif melalui berbagai peraturan yang 
dihasilkan. Proses penyusunan Perda di Kota Makassar melalui proses 
pembahasan dan pembicaraan yang melibatkan DPRD dan Bagian Hukum serta 
leading sector sebagai Wakil Pemerintah Daerah. Bagian Hukum dan Leading 
sector inilah yang diajukan ke DPRD. Mengingat bahwa banyaknya Raperda yang 
dijadikan bahasan dalam pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan. Dalam 
pembicaraan inilah hubungan DPRD dan eksekutif terlihat, DPRD dapat meminta 
penjelasan tentang Raperda yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Tiap 
perwakilan menjelaskan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dari pihak 
DPRD sendiri, kegiatan yang dilakukan sebagai bahan yang dapat dijadikan 
pertimbangan dan sebagai bahan perbandingan pada saat pembicaraan dengan 
pihak Pemerintah Daerah adalah mengadakan kunjungan kerja/studi banding ke 
daerah-daerah yang mempunyai Perda yang sejenis. 
54
 
c. Aktor yang terlibat dalam Penyusunan Perda  
 Proses penyusunan Perda selalu melibatkan aktor-aktor yang berhubungan 
langsung dengan Perda yang akan dihasilkan.  Aktor-aktor yang terlibat tersebut 
yaitu DPRD, Pemerintah Kota Makassar dan masyarakat. Dari DPRD aktor yang 
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terlibat diwakili oleh Bagian Hukum dan leading sector. Sedangkan dari pihak 
masyarakat diwakili oleh beberapa perwakilan yang terkait langsung dengan 
Perda yang bersangkutan. Selain terjadi hubungan antara DPRD dan eksekutif, 
dalam proses pembahasan Raperda juga harus memperlihatkan keterlibatan 
masyarakat. Keterlibatan masyarakat ini dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2004 Pasal 139 ayat (1) menyebutkan bahwa “masyarakat berhak memberikan 
masukan secara lisan dan tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan 
rancangan Perda”. Selain aturan yang termuat dalam Undang-undang 
Pemerintahan Daerah tersebut, dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Makassar 
Pasal 101 ayat (3) disebutkan bahwa dalam pembicaraan Tahap III, harus 
melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan tertulis 
berkaitan dengan materi muatan yang harus dibuat dalam Perda yang sedang 
dibahas. Kedua aturan tersebut penting untuk menjamin partisipasi masyarakat 
dalam penyusunan Perda. Partisipasi masyarakat merupakan unsur-unsur penting 
yang nantinya akan terlibat langsung dengan pelaksanaan Perda ketika sudah 
diundangkan dan dinyatakan berlaku. Selain masyarakat yang berkepentingan, 
unsur dari masyarakat yang juga dilibatkan yakni dari kalangan kampus dan 
akademisi untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan Perda yang akan 
dibahas baik teknis maupun substansi dari Perda tersebut.
55
  
Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kota Makassar 
Tahun 2009-2014 
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Dalam penelitian ini terindetifikasi beberapa macam sumber input 
substansif dari suatu Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) secara substansif 
yaitu rapat penerimaan aspirasi, unjuk rasa, peninjauan lapangan, pelaksanaan 
reses dan atau kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD Kota Makassar. Selain itu 
secara administratif atau teknis sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Badan 
Legislasi dan Anggaran/budget, serta management dianggap sebagai input 
Rancangan Peraturan Daerah. Berbagai input diatas dibahas sebagai berikut :  
1. Aspirasi Masyarakat 
Kompleksnya masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Kota Makassar 
pada khususnya, menuntut respon dari DPRD Kota Makassar dan Pemerintah 
Kota Makassar untuk mengatur masalah-masalah tersebut. Masalah atau polemik 
yang terjadi dapat langsung disampaikan oleh masyarakat/ publik ke Pemerintah 
Daerah melalui demonstrasi/ penyampaian aspirasi secara langsung, atau melalui 
kunjungn lapangan oleh pihak legislatif bersama dengan stakeholder yang 
bersangkutan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diatur dalam satu produk 
hukum tertentu. Isu-isu publik tersebut dijadikan target untuk diberikan solusi 
melalui pembahasan secara bersama-sama antara pihak legislatif dan eksekutif 
yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah.
56
  
Isu publik yang diterima oleh Badan Legislasi kemudian di formulasikan 
drafnya dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 baik 
muatan materi yang akan di masukkan dalam draft rancangan tersebut ataupun 
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ketentuan-ketentuan lain yang mengikat sehingga draft Rancangan dianggap layak 
untuk dibahas kemudian pada pembicaraan tingkat lanjut. Isu publik yang 
merupakan aspirasi dari masyarakat dapat langsung disampaikan ke Dewan 
melalui rapat penerimaan aspirasi. Bentuk respon Anggota dewan terhadap isu 
yang masuk melalui aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung. 
Aspirasi diserap oleh Tim yang dibentuk oleh DPRD Kota Makassar bersama 
dengan Sekretariat DPRD selaku pelayanan administrasi DPRD. Tim penerima 
aspirasi merupakan tim yang dibentuk dari utusan fraksi dan utusan komisi di 
dampingi oleh staf bagian Humas Sekretariat DPRD Kota Makassar.  Aspirasi 
yang diterima kemudian diteruskan ke Pimpinan dewan selaku koordinator untuk 
kemudian di teruskan lagi ke komisi terkait dengan permasalahan. Untuk ditindak 
lanjuti secara berjenjang oleh Dewan sampai pada tahap pembentukan dan 
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagai bentuk konkrit akhir dari 
aspirasi yang telah masuk di Dewan.
57
  
 Bentuk aspirasi yang menjadi keluhan masyarakat yang secara langsung 
disampaikan ke DPRD Kota Makassar yang memerlukan respon dan tindak lanjut 
oleh Pemerintah dan Legislatif melalui Pembentukan Rancangan peraturan daerah 
sehingga mendapatkan kesesuaian antara masyarakat dan pihak yang terkait. Isu 
atau polemik yang terjadi bagi masyarakat merupakan problema yang 
membutuhkan regulasi dalam penyelesaiannya. Oleh sebab itu, Dewan 
mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Isu yang ada di masyarakat, di 
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aspirasikan ke dewan melalui   unjuk rasa atau demonstrasi, aspirasi ini kemudian 
akan diterima oleh dewan sebagai langkah awal mengidentifikasi masalah untuk 
kemudian dibahas dalam satu rapat pembahasan interm pada komisi yang 
mmbidangi ataupun komisi terkait dengan isu yang ada. Cara ini dianggap paling 
efektif karena dengan penyampaian aspirasi secara langsung kepada komisi 
terkait, menimbulkan kesan bahwa aspirasi dapat tertuang pada tempat dan pihak 
yang tepat. Namun terkadang aspirasi yang disampaikan oleh publik tidak 
langsung ditindak lanjuti, bahkan tidak jarang pula masyarakat /publik merasa 
kecewa karena aspirasi urung disampaikan atau merasa aspirasi tidak diterima 
dengan baik sesuai yang mereka inginkan. Hal ini disebabkan kondisi anggota 
dewan yang tidak memungkinkan untuk langsung menerima aspirasi tersebut. 
58
 
 Bahkan seringkali ditemui dalam penerimaan aspirasi hanya diwakili oleh 
anggota dewan yang sebenarnya bukan membidangi masalah tersebut, tapi 
anggota dewan yang seharusnya menerima aspirasi sedang tidak berada ditempat 
karena alasan dinas luar atau keperluan dinas lainnya. Hal ini pun menjadi 
penyebab lambannya isu diterima dan ditampung untuk kemudian ditindak lanjuti 
dalam pembahasan. Kondisi seperti ini akhirnya menyebabkan Badan Legislasi 
kurang efektif dalam mengidentifikasi masalah yang ada dimasyarakat karena 
kurangnya koordinasi mengenai aspirasi yang datang dan diterima bukan oleh 
komisi yang membidangi, sehingga sering terjadi kesalahan dalam komunikasi 
mengenai aspirasi yang akan dimasukkan dalam agenda politik DPRD Kota 
Makassar dan agenda pembahasan oleh Badan Legislasi. Hal lain menyebutkan 
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bahwa proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat diperlukan data dan informasi yang sebanyak-banyaknya 
yang berkaitan dengan materi yang akan diatur. DPRD Kota Makassar tidak boleh 
hanya mengandalkan informasi yang disampaikan secara langsung maupun tidak 
langsung ke gedung DPRD Kota Makassar. Disamping itu anggota DPRD Kota 
Makassar juga kurang aktif dalam mencapai dan menggali data dan informasi 
kepada masyarakat. Metode analisis terhadap data dan informasi yang diserap 
juga tidak ada sehingga banyak anggota DPRD Kota Makassar dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya hanya mengandalkan suara hati saja dalam 
menghadapi suatu permasalahan. Data dan informasi yang dimiliki oleh anggota 
DPRD Kota Makassar belum cukup banyak tersedia bila dibandingkan akses 
terhadap data dan informasi diera globalisasi, informasi dan teknologi. 
Keterbatasan data dan informasi yang cukup banyak ditemukan di dunia maya 
sekarang ini menuntut orang yang akan mengaksesnya mengenai teknologi 
informasi yang juga berkembang sangat pesat. Untuk mengetahui informasi 
tersebut sangat erat kaitannya dengan tingkat kemampuan yang dimiliki orang 
tersebut, baik yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun non formal.  
 Era teknologi dan informasi serta globalisasi sekarang ini, ketersediaan 
data dan informasi mutlak dibutuhkan agar dalam pengambilan keputusan dalam 
kebijakan dapat lebih optimal. Untuk itu dalam melihat suatu permasalahan yang 
dihadapi masyarakat, DPRD mutlak membutuhkan data dan informasi yang 
lengkap sehingga permasalahan tersebut dapat tergambar secara utuh dan 
penyelesaiannya juga dapat dilakukan secara komprehensif. Faktor data dan 
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informasi meliputi aspek ketersediaan dan aksebilitas, kualitas, validasi dan 
pemanfaatannya. Data dan infomasi yang dimaksud disini adalah data dan 
informasi yang terkait dengan penetapan suatu kebijakan disamping aspirasi 
masyarakat yang diserap. Walaupun pendapat diatas tidak menyebutkan 
kelemahan dari ketersediaan data dan informasi, namun yang umum dalam 
penetapan kebijakan sangat terkait dengan masalah waktu. Pada beberapa 
permasalahan yang urgent dan memerlukan pemecahan yang cepat sangat 
diperlukan keberadaan suatu sistem penyediaan informasi secara cepat agar 
keuntungan sebagaimana disebutkan diatas dapat tercapai. Jadi keberadaan suatu 
sistem informasi berbasis teknologi informasi mutlak dibutuhkan. Sebagai contoh, 
sampai saat ini DPRD Kota Makassar baru mempunyai website sendiri, sehingga 
selama ini hanya menumpang pada website  resmi Pemerintah Kota Makassar. 
Padahal sebenarnya dengan ketersediaan website dapat berfungsi juga sebagai 
layanan kotak pos online sebagai sarana menampung aspirasi masyarakat yang 
efektif. Dengan demikian penyerapan aspirasi masyarakat dapat berlangsung 
secara cepat dan efektif, karena memangkas panjangnya mekanisme penyerapan 
aspirasi masyarakat sebagai ide utama kebijakan. Dalam penyerapan aspirasi, 
DPRD jangan hanya cenderung memanfaatkan data dan informasi yang dimiliki 
oleh Pemerintah Kota. Karena kondisi ini hanya akan menyebabkan informasi 
sebagai input yang dibutuhkan dalam penentuan kebijakan sangat minim. Dalam 
hal ini DPRD tidak memiliki sumber informasi yang jelas sebagai pembanding 
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bagi informasi yang dimiliki eksekutif. Kondisi ini tentu mempengaruhi output 
berupa Rancangan Peraturan Daerah yang dihasilkan.
59
   
2. Sumber Daya Manusia  
Dilihat dari 12 orang anggota DPRD yang duduk dalam Badan Legislasi 
DPRD Kota Makassar hanya 3 orang anggota yang mempunyai latar belakang 
pendidikan dibidang hukum. Bahkan ada anggota DPRD yang hanya berlatar 
belakang pendidikan SLTA. Seyoyagnya untuk mengimbangi kemampuan SDM 
kalangan eksekutif, sudah seharusnya semua anggota dewan memiliki tingkat 
pendidikan formal S1, karena sesuai dengan fungsi yang dimiliki anggota dewan 
yang meliputi legislasi, pengawasan dan anggaran, latar belakang pendidikan 
SLTA tidak memadai. Sumber Daya Manusia ditinjau dari kemampuan anggota 
Badan Legislasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Lebih lanjut 
Beliau menambahkan, bahwa dengan mengikuti workshop atau pelatihan-
pelatihan mampu memberikan masukan dan wawasan mengenai hukum dan 
perundang-undangan. Salah satu upaya peningkatan sumber daya manusia, 
sehingga mampu menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat tentang produk 
hukum yang dibentuk oleh anggota Badan Legislasi DPRD Kota Makassar 
khususnya.  
Tabel Profil Anggota DPRD Kota Makassar Periode 2009-2014 
No Nama L/
P 
Partai Pendidikan 
1 Drs. H. I. Adnan Mahmud LK P. GOLKAR S 1 
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2 H. M. Busrah Abdullah LK PAN SMA 
3 Haidar Majid, S. Sos LK P. DEMOKRAT S 1 
4 Drs. Samsu Niang, M. Pd LK PDK S 2 
5 Yusuf Gunco, SH, MH LK P. GOLKAR S 2 
6 Imran Mangkona, SH LK P. DEMOKRAT S 1 
7 Kartini E. Galung, SS PR P. GERINDRA S 1 
8 Rahman Pina, S. IP LK P. GOLKAR S 1 
9 Drs. H. A. Hasir, HS LK P. GOLKAR S 1 
10 Drs. Abd. Rauf Rachman, SH LK PAN S 1 
11 Mustagfir Sabry, S. Ag, M. Si LK PDK S 2 
12 Mudzakkir Ali Djamil, ST LK PKS S 1 
13 H. Aris Muhammadiah LK PBR SMA 
14 Ir. Stefanus Swardy Hiong LK P.D.I.P S 1 
15 Shinta Mashita Molina, A. Md PR P. HANURA D 3 
16 Nurmiati, SE PR P. HANURA S 1 
17 Hj. Sri Rahmi PR PKS SMA 
18 Drs. Lukman Basra, M. Pd LK PAN S 2 
19 H. Hasanuddin Leo, SE, M. Si. Ak LK PDK S 2 
20 Ir. Farouk M. Betta, MM LK P. GOLKAR S 2 
21 Ir. Haeruudin Hafid LK P. DEMOKRAT S 1 
22 Abdul Wahab Tahir LK P. GOLKAR SMA 
23 A. Endre M. Cecep Lantara, SE. Ak LK P. DEMOKRAT S 1 
24 Asriady Samad, A. Md LK PKS D 3 
25 Erik Horas, SE LK P. GERINDRA S 1 
26 Hj. St. Muhyina Muin, SP, MM PR PKP S 2 
27 Hamzah Dorahing, SE. Ak., M. Si LK PPP S 2 
28 Adi Rasyid Ali, SE LK P. DEMOKRAT S 1 
29 Busranuddin BT, SE LK PPP S 1 
30 Drs. Amar Busthanul LK P. GERINDRA S 1 
31 Ir. H. Muh. Irianto Ahmad, MM LK P. GOLKAR S 2 
32 Imran Tenri Tata, SE LK P. GOLKAR S 1 
33 Ir. H. Bakhrif Arifuddin LK P. DEMOKRAT S 1 
34 A. Fadly F. Dharwis, SE LK P. DEMOKRAT S 1 
35 H. Zaenal Dg. Beta, S. Sos LK PAN S 1 
36 Mujiburahman B., S. Sos. I LK PDK S 1 
37 Irwan, ST LK PKS S 1 
38 Nelson Marnanse Kamisi, ST LK PDS S 1 
39 Drs. H. M. Yunus HJ LK P. HANURA S 1 
40 H. Nasran Mone, S. Ag., MM LK P. GOLKAR S 2 
41 Dra. Hj. Erna Amin PR PDK S 1 
42 Hamzah Hamid, S. Sos, MM LK PAN S 2 
43 Rafiuddin Kasude LK P. GOLKAR SMA 
44 A. Rahmatika Y, S. Kg PR P. GOLKAR S 1 
45 Nuryanto G. Liwang, S. Sos LK P. DEMOKRAT S 1 
 75   
   
46 Ir. Soewarno Sudirman LK P. DEMOKRAT S 1 
47 Muh. Iqbal Abdul Djalil, LC LK PKS S 1 
48 H. Bahar Machmud LK PDIP SMA 
49 Drs. Rahman, SE, M. Si LK PBB S 2 
50 Muh. Amin LK PPP SMA 
 Dalam biografi data para anggota menunjukkan bahwa sebagian besar 
anggota DPRD Kota Makassar mengenyam pendidikan, pendidikan SMU 
sebanyak 7 orang  dan D3 sebanyak 2 orang, SI sebanyak 29 orang, dan pasca 
sarjana sebanyak 12 orang. 
 Dalam penelitian ini ditemukan perbedaan diantara kelompok pendidikan 
yang bervariasi. Seperti kebanyakan studi lain tentang sikap politik, 
memperlihatkan bahwa apa yang dicapai dibidang pendidikan terlihat mempunyai 
pengaruh penting terhadap sikap politik. Orang yang tak terdidik atau orang yang 
mendapat pendidikan terbatas adalah aktor politik yang berbeda dengan orang 
yang telah mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ada jumlah sebab 
untuk ini, satu diantaranya adalah bahwa perbedaan pendidikan berkaitan erat 
dengan perbedaan karakteristik sosial lainnya. Dengan demikian, apabila tingkat 
pendidikan dijadikan sebagai indikator mengenai tingkat pemahaman anggota 
legislatif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat, 
maka dapat disimpulkan bahwa secara umum anggota Dewan yang memiliki 
tingkat pendidikan lebih tinggi akan lebih memahami teknik dan mekanisme 
badan legislatif serta aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Apabila hubungan 
antara pendidikan dengan kemampuan anggota legislatif tersebut merupakan 
kenyataan, maka dapat dimengerti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, 
semakin tinggi pula kemampuan anggota dalam memahami hakekat masyarakat 
dan badan legislatif. 
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 Disamping pendidikan formal, semua anggota legislatif daerah juga 
dibekali dengan pendidikan non formal yaitu melalui kursus-kursus, pelatihan-
pelatihan dan kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan oleh partainya masing-
masing. Pendidikan non formal ini dapat menunjang anggota Dewan dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terlebih lagi bagi anggota Dewan yang 
memiliki pendidikan formal yang terbatas, sehingga harus dilengkapi dengan 
pendidikan non formal yang memadai. Dari hasil wawancara dan pengamatan 
dilapangan, semua anggota DPRD Kota Makassar telah dibekali dengan 
pendidikan non formal dari Partainya masing-masing, dengan kata lain tingkat 
pendidikan non formal anggota Dewan secara keseluruhan sudah baik, namun 
tentunya terdapat perbedaan diantara masing-masing anggota, baik mengenai jenis 
dan lamanya pendidikan non formal itu berlangsung serta sikap dari anggota 
Dewan dalam mempergunakan pendidikan non formal tersebut melalui praktek 
dilapangan khususnya dalam melaksanakan fungsinya sebagaii wakil rakyat. 
 Berikut ini adalah pendapat dari Ketua Fraksi Partai Demokrat Kota 
Makassar yang juga sebagai Anggota DPRD Kota Makassar  yaitu. Abdi Asmara, 
SH mengatakan bahwa :  
 “Semua anggota Dewan pernah mengikuti pendidikan non formal baik 
yang diadakan oleh partai masing-masing, maupun yang diikuti atas dasar 
inisiatif sendiri/diluar partai, baik yang jangka pendek maupun jangka panjang”. 
 
 Dari pembahasan mengenai faktor pendidikan sebagaimana tersebut 
diatas, nampak bahwa dalam konteks DPRD Kota Makassar, tingkat pendidikan 
(baik formal maupun non formal) pengaruhnya kecil terhadap kinerja Dewan. 
Karena dari segi kualitas pendidikan menurut pandangan fraksi partai demokrat 
terhadap  anggota DPRD secara keseluruhan sudah baik. Sejumlah informan yang 
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diwawancarai juga mengatakan hal senada, seperti Ketua Fraksi Partai  Demokrat 
Kota Makassar, mengatakan bahwa : 
  “Tingkat pendidikan bukan merupakan faktor yang mempengaruhi 
kinerja Dewan dan tidak bisa dijadikan sebagai suatu ukuran untuk menilai 
kinerja anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Demokrat”.60 
 
“Dan perlu diketahui bahwa fraksi partai demokrat menilai anggota DPRD 
Kota Makassar lahir bukan didasarkan pada kualitas pendidikan, akan tetapi 
ditentukan oleh pilihan rakyat, sehingga komposisi anggota DPRD Kota Makassar 
tidak bisa dilihat dari komposisi kualitas pendidikan akan tetapi dari kemampuan 
menghimpun suara melalui partai, dan fraksi partai menilai bahwa pendidikan 
belum tentu menjamin kinerja DPRD Kota Makassar, apabila tidak dilengkapi 
dengan pengalaman-pengalaman yang lain”.  
Berdasarkan analisa dari informasi yang didapat oleh peneliti melalui 
media massa,dan elektronik bahwa kekurangan sumber daya manusia pada 
umumnya bukan disebabkan karena kurangnya jumlah/ kuntitas, akan tetapi 
kurang dari segi kualitas yang berkaitan dengan tugas yang berkaitan dengan 
bidang hukum. Kehadiran Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah merupakan faktor penyebab terjadinya perubahan sosial, 
ekonomi, budaya, dan politik yang meluas di daerah. Melalui kedua Undang-
undang tersebut Daerah otonomi telah dan akan diberi kewenangan yang luas, 
nyata dan bertanggung jawab, disertai dengan pemberian sumber-sumber 
keuangan yang cukup signifikan seimbang dengan kewenangannya. Pola 
digunakan adalah “uang mengikuti fungsi” (money follow function). Berdasarkan 
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undang-undang tersebut serta berbagai peraturan pelaksanaan lainnya, akan ada 
konsentrasi pengambilan keputusan dan perputaran uang yang lebih besar di 
daerah otonom, terutama daerah kabupaten/ kota. Dengan kewenangan yang lebih 
luas, berarti daerah otonomi memiliki diskresi yang lebih besar untuk menentukan 
masa depannya sendiri berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang dimilikinya 
dalam ikatan NKRI. Dengan bertambahnya jumlah uang yang beredar didaerah, 
diharapkan akan dapat mempercepat proses pembangunan dan pemerataan hasil-
hasilnya di daerah, apabila masyarakat setempat dapat memanfaatkan peluang 
yang ada. Apabila tidak, maka orang lain yang lebih siap akan memanfaatkan 
peluang tersebut.  
Perubahan sebagaimana dikemukakan diatas, juga akan menimbulkan 
berbagai konsekuensi, termasuk kemungkinan terjadinya gegar budaya (cultural 
shock) bagi masyarakat dan pemerintah daerah, berupa kegamangan, rasa tidak 
percaya diri ataupun perasaan ego kedaerahan yang berlebihan. Otonomi luas bagi 
daerah kabupaten/ kota akhirnya seperti pisau bermata ganda, disatu sisi dapat 
menjadi berkah, disisi lain dapat menjadi bencana. Kunci utamanya terletak pada 
kualitas sumber daya manusia, yang dapat mengubah berbagai kelemahan menjadi 
kekuatan serta mengubah tantangan menjadi peluang. Untuk dapat menangkap 
berbagai peluang yang telah terbuka didepan mata, upaya utama yang harus 
dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah adalah membangun SDM yang 
berkualitas. Menyebutkan komposisi Badan Legislasi, terlihat bahwa yang 
memiliki latar belakang pendidikan hukum hanya 3 orang anggota saja, sedangkan 
yang lain pendidikannya mayoritas tamatan SMA. Hal ini menunjukkan bahwa 
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dengan kondisi yang demikian untuk menghasilkan produk hukum yang 
berkualitas akan sedikit menemui hambatan. Diketahui bahwa kualitas SDM 
sangat berpengaruh dengan output yang dihasilkan. Pada penelitian ini, peneliti 
kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai peningkatan SDM yang 
dilakukan oleh anggota Badan Legislasi dalam hal legal drafting, karena data 
tersebut tidak terekap dalam satu data base, sehingga tidak diketahui apakah 
pelatihan atau peningkatan SDM tentang legal drafting sudah dikuasai oleh Badan 
Legislasi atau minimal pernah mengikuti pelatihan tersebut.  
Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah melalui program legislasi 
daerah. Masih belum maksimal, sehingga sumber daya manusia yang menjadi 
penopang hanyalah akademisi, yang dalam hal ini sebagai pembuat naskah 
akademik Rancangan Peraturan Daerah. Padahal, sebagaimana yang termaktub 
dalam penjelasan UU No. 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Untuk menunjang 
pembentukan peraturan perundang-undangan, diperlukan peran tenaga perancang 
peraturan perundang-undangan”. Masalahnya, eksistensi tenaga perancang 
peraturan daerah yang tidak lain adalah staf Bagian Hukum tersebut pada 
dasarnya tidak sesuai dengan pasal 2 Perpres no. 37 Tahun 2006. Berdasarkan 
pasal 2 tersebut seharusnya mereka secara khusus dan penuh waktu diangkat oleh 
Walikota Makassar untuk menduduki jabatan fungsional sebagai tenaga 
perancang peraturan daerah. Faktanya, yang disebut dengan legal drafter oleh 
Bagian Hukum tersebut tidak lain adalah para staf Bagian Hukum yang selama ini 
terlibat dalam penyusunan Raperda. Jadi, tenaga perancang Perda tersebut 
bukanlah tenaga perancang fungsional sebagaimana yang diatur oleh Perpres No. 
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37 Tahun 2006. Sementara jika ditinjau dari sisi kemampuan anggota DPRD Kota 
Makassar, banyak pihak yang meragukan kemampuan SDM anggota dewan 
dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah. Harus diakui, keterwakilan 
masyarakat yang tercermin pada anggota dewan yang terpilih bukan karena faktor 
SDM semata, melainkan karena pengaruh yang ditunjang dengan kemampuan 
finansial dan modal yang dimiliki. Karena itu masyarakat tidak dapat berharap 
banyak terhadap kemampuan anggota dewan, khususnya dalam kemampuannya 
menyusun Rancangan Peraturan Daerah. Anggota DPRD memang tidak 
dipersiapkan secara matang dalam merancang peraturan daerah, keterwakilan 
anggota DPRD lebih banyak memenuhi persyaratan politis saja dan 
mengesampingkan persyaratan formal intelektual dan pemerintahan.
61
 
Terkait dengan kemampuan masing-masing anggota Badan Legislasi 
masih terlihat bahwa tidak semua anggota Badan Legislasi memiliki kemampuan 
dibidangnya namun usaha untuk meningkatkan skill dan kemampuan sehingga 
menimbulkan kepercayaan dari masyarakat tentag produk hukum yang dihasilkan 
oleh Badan Legislasi DPRD Kota Makassar sampai saat ini. Perlu disadari bahwa 
jabatan anggota dewan terkhusus anggota badan legislasi adalah jabatan politis. 
Seseorang anggota dewan mungkin mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi 
sehingga mampu menguasai dengan baik bidang yang dinaunginya. Namun tidak 
mungkin sebagai seorang anggota dewan hanya semata-mata terlibat dalam 
bidang yang ditekuninya saja, dan tidak mungkin seorang anggota dewan 
menguasai semua bidang yang ada. oleh karena itu anggota dewan perlu mendapat 
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dukungan pendidikan atau pengetahuan tambahan yang biasa didapat dari 
pelatihan peningkatan sumber daya manusia, atau workshop tentang satu bidang 
tertentu. Input lain dimiliki oleh Badan Legislasi adalah dukungan dan peran serta 
Sekretariat Dewan dan tim ahli dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. 
Meskipun bukan merupakan bagian dari alat kelengkapan dewan, namun peran 
Sekretariat Dewan tidak dapat dipandang sebelah mata. Keanggotaan dewan 
merupakan jabatan politis lima tahunan, sedangkan pegawai sekretariat dewan 
mempunyai masa kerja lebih dari itu. Artinya anggota-anggota dewan boleh 
datang silih berganti, namun pegawai sekretariat biasa saja menjadi sampai masa 
pensiun. Dukungan pelayanan administratif yang diberikan oeh sekretariat adalah 
faktor yang dapat menunjang kinerja Badan Legislasi dalam pembentukan 
Rancangan Peraturan Daerah. Pelayanan administratif yang dimaksud baik berupa 
dukungan fasilitas dan jasa penunjang kinerja.
62
  
Pada bagian lain dukungan tenaga ahli atau tim ahli yang dibentuk oleh 
sekretariat dewan dimaksudkan sebagai media untuk saling berbagai pendapat 
mengenai hal apa saja yang biasa dijadikan solusi pemecahan masalah yang 
dituangkan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah. Tenaga ahli/ Tim ahli diisi 
oleh tenaga fungsional yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang termasuk 
ahli dibidang perancangan peraturan perundang-undangan. Tenaga ahli atau 
narasumber juga bias berasal dari partai politik yang dianggap menguasai suatu 
bidang tertentu untuk dapat diminta pendapatnya dalam menformulasi suatu draft 
Rancangan Peraturan Daerah. Dengan adanya fasilitas penyediaan tenaga ahli atau 
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narasumber oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar menunjukkan pelayanan 
Sekretariat Dewan mampu memberikan pelayanan bidang keahlian yang secara 
khusus mendukung pelaksanaan fungsi dewan dibidang legislasi. Badan legislasi 
yang didukung oleh 16 legislator, 3 orang staf pembantu, dan media elektronik 
yang merupakan unsur pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam 
pembentukan Rancangan Peraturan Daerah pada kenyataannya juga dianggap 
belum maksimal sehingga menjadi hambatan dalam mengoptimalkan kinerja 
Badan Legislasi. Namun untuk memaksimalkan produk hukum yang dihasilkan, 
Badan Legislasi telah berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang 
hukum dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Input yang dimiliki 
oleh Badan Legislasi yaitu Sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran dan 
fasilitas penunjang kinerja Badan Legislasi bila ditinjau berdasarkan teori pada 
bagian sebelumnya sudah cukup untuk menunjang pembentukan Rancangan 
Peraturan Daerah, namun kenyataannya input yang dimiliki belum mampu 
menghasilkan output yang maksimal. Dalam fakta ini menggunakan penerapan 
pendekatan pengukuran efektifitas kinerja organisasi ditinjau dari pencapaian 
target yang telah diterapkan. Badan Legislasi yang menargetkan capaian 
Rancangan Peraturan dalam 5 (lima) tahun anggaran adalah 16 (tiga belas) buah 
rancangan, hanya mampu menetapkan 13 (tiga belas) saja, sehingga dikategorikan 
kurang efektif.  
3. Anggaran  
Dalam hal penganggaran pembentukan Peraturan Daerah yang ditargetkan 
oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar berdasarkan perhitungan anggaran tahun 
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sebelumya lebih kurangnya. Hal ini menunjukkan target dalam DPA belum 
tercapai secara keseluruhan. Dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Tahun 
2010 telah dianggarkan untuk pembentukan peraturan daerah sebanyak 13 (tiga 
belas) buah, namun yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah hanya 10 % dari 
target. Kondisi ini diperparah dengan fakta dilapangan menunjukkan bahwa 
sampai dengan saat ini tidak adanya Program Legislasi Daerah yang dibentuk oleh 
eksekutif dan legislatif sehingga menyebabkan sulitnya menentukan skala 
prioritas dalam pembentukan peraturan daerah yang dimaksudkan menjadi 
regulasi kehidupan publik atau masyarakat yang berada di Kota Makassar saat ini 
untuk membentuk regulasi tersebut Eksekutif dan Legislatif hanya mengacu pada 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Fraksi Partai Demokrat menyebutkan 
bahwa Kinerja anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar 
secara keseluruhan mendapat sorotan tajam. Kinerjanya dinilai tak sebanding 
dengan dana yang dianggarkan. Pada 2014 dengan jumlah yang fantastis 
dianggarkan untuk peningkatan kapasitas anggota dewan. Padahal, kinerja 
legislator selama ini tidak sebanding dengan anggaran itu. Tidak sebanding 
dengan kinerja yang ditunjukkan oleh anggota DPRD Kota Makassar selama 5 
tahun terakhir ini, salah satu kinerja yang bisa diukur yaitu jumlah Perda yang 
dihasilkan, utamanya Perda inisiatif. Sejak 2009 hingga 2014 ini belum ada perda 
inisiatif yang ditetapkan dan sampai sekarang memasuki 2014 tidak ada yang 
jelas. Pandangan fraksi partai demokrat terhadap anggaran yang sangat fantastis 
dari kisaran Rp 11 Milyar hingga Rp 14 Milyar sangat tidak mencerminkan 
kinerja yang rendah. Disamping itu, track record  DPRD Kota Makassar dalam 
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menindak lanjuti keinginan masyarakat dinilai masih kurang. Hal itu bisa dilihat 
dari pembahasan hak angket karebosi yang gagal diusung. Pemberian izin 
pembangunan Tower di Rappocini tanpa persetujuan warga, Rekomendasi 
penangguhan penahanan Direktur PIP, Ruislag SD Bung yang merugikan pihak 
sekolah, berlarut-larutnya kasus PDAM dan lain-lain.  Pandangan Fraksi Partai 
Demokrat terhadap anggaran reses di DPRD Kota Makassar termasuk item yang 
mendapatkan porsi yang besar. Sejak 2009 kisaran anggarannya sudah berada 
pada Rp 1 Milyar lebih. Angka ini mestinya berbanding lurus dengan banyaknya 
jumlah aspirasi masyarakat yang masuk pada setiap pembahasan APBD. Namun 
pada faktanya ini tidak maksimal. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya 
keluhan masyarakat atas usulan-usulan mereka yang tidak terakomodir pada saat 
pelaksanaan reses DPRD dan Musrenbang.  
Anggaran yang dialokasikan untuk penyerapan aspirasi ini tidak kecil dan 
bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Untuk 2014 ini Sekretariat DPRD kembali 
manganggarkan sekitar Rp 1,50 Milyar untuk reses. Tapi pada kenyataannya, 
anggaran ini menjadi mubazir karena aspirasi masyarakat tetap menggantung. 
Selain itu, dalam agenda kerja DPRD Kota Makassar dalam melaksanakan fungsi 
legislasi sudah ada enam belas daftar Rancangan Peraturan Daerah yang akan 
dibahas oleh DPRD Kota Makassar yaitu, perda tentang Ruang Terbuka Hijau, 
Perda tentang Menara, perda tentang rumah kos, perda tentang bangunan 
bertingkat, perda tentang kawasan tanpa asap rokok, perda tentang fosum-fosus, 
perda tentang perlindungan cagar budaya, perda tentang pendidikan baca tulis Al-
Qu’an, perda tentang konsumen, perda pengelolaan asset, perda tentang 
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perlindungan tenaga kerja, perda tentang penyandang disabilitas, perda tentang 
perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern, perda 
tentang penataan peredaran minuman alkohol, perda tentang tanggung jawab 
sosial dan perusahaan, dan perda tentang peningkatan kesejahteraan sosial. 
Anggaran yang digunakan sudah mencapai Rp 1,2 Milyar  untuk 1 buah perda 
yang dimaksud tidak ditahu ujung pangkalnya. Pada tahun 2009-2014 ini bahkan 
dianggarkan lagi sebesar Rp 1,18 Milyar untuk pembahasan Rancangan Peraturan 
Daerah yang sama. Hal ini menunjukkan begitu borosnya DPRD Kota Makassar 
dalam memanfaatkan anggaran dan sangat tidak sebanding dengan karya yang 
dihasilkan. Berdasarkan Rencana Kerja DPRD Kota Makassar Tahun 2009- 2014 
ditargetkan 13 buah Rancangan peraturan daerah yang akan ditetapkan menjadi 
peraturan daerah dengan anggaran sebesar Rp 2 Milyar dengan perincian untuk 1 
buah peraturan daerah, dimulai dari proses pembentukan Rancangan Peraturan 
Daerah sampai dengan ditetapkannya menjadi peraturan daerah adalah sebesar Rp 
152 juta, untuk setiap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, anggaran rapat 
dan kebutuhan intem pembahasan, dimasukkan dalam anggaran makan minum 
harian Sekretariat DPRD Kota Makassar, tetapi untuk anggaran perjalanan dinas 
dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah yang dimaksud. Dari data 
yang diperoleh hanya menyebutkan anggaran untuk perjalanan dinas DPRD dalam 
rangka pembahasan Rancangan Peraturan, sedangkan anggaran untuk pembahasan 
Rancangan Peraturan Daerah itu sendiri tidak dianggarkan. Berdasarkan 
wawancara yang dilakukan peneliti didapatkan informasi bahwa anggaran untuk 
pembentukan Rancangan Peraturan daerah berada pada SKPD (satuan kerja 
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perangkat daerah) masing-masing. Sebagai contoh untuk Rancangan peraturan 
daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi, anggarannya berada di dinas 
pendapatan daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang tarif angkutan umum, 
berada di Dinas Perhubungan, sehingga terkadang menyebabkan tumpang tindih 
anggaran. Sejatinya hal itu diatur dalam sebuah Program Legislasi Daerah. 
Sehingga pengaturan anggarannya di sentralkan pada satu bagian, dalam hal ini 
Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam 
pengaturan administrasi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal 
dari eksekutif. Berdasarkan uraian rincian anggaran yang dimiliki oleh DPRD 
Kota Makassar, dalam hal Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sudah sangat 
maksimum, bila mengacu kepada teori kinerja bahwa untuk menghasilkan output 
yang maksimal dengan memanfaatkan input secara optimal, idealnya DPRD Kota 
Makassar dalam melaksanakan fungsi legislasi mampu untuk memberikan kinerja 
yang maksimal dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah bukan 
penumpukan Rancangan peraturan daerah seperti yang terjadi sekarang ini.
63
  
Secara objektif juga dapat diukur kinerja DPRD Kota Makassar dalam 
melaksanakan fungsi legislasi melalui pendekatan System resource model, dimana  
kinerja DPRD Kota Makassar dalam melaksanakan fungsi legislasi telah 
mendapatkan sumberdaya yang dibutuhkan dalam pembentukan Rancangan 
Peraturan Daerah namun dalam pemanfaatannya tidak optimal. Pandangan fraksi 
partai demokrat melihat bahwa kinerja DPRD Kota Makassar dalam 
melaksanakan fungsi legislasi tidak efektif. Menggambarkan bahwa anggaran 
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yang disediakan untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tiap tahun 
meningkat, berdasarkan hasil analisa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 3 
tahun terakhir. Untuk tahun 2014, diperoleh data hasil penelitian pada bagian 
Keuangan Sekretariat DPRD Kota Makassar, menunjukkan realisasi anggaran 
tahun 2014 untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sudah hampir habis, 
dan direncanakan untuk penambahan pada anggaran perubahan tahun 2014. Dana 
yang sedemikian besar seharusnya dapat digunakan untuk menyelesaikan dan 
mewujudkan aspirasi masyarakat, namun fakta tidak menunjukkan hal tersebut, 
aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terwujud namun anggaran yang tersedia 
sudah hampir seluruhnya digunakan. 
64
 
4. Manajemen  
 Badan Legislasi yang didukung oleh 12 (dua belas) Legislator, idealnya 
memiliki management yang sinergis, adanya komposisi Ketua dan Wakil ketua 
dimaksudkan untuk dapat mengatur pembagian tugas dan kewenangan serta 
tanggung jawab yang diemban, namun adanya tumpang tindih tugas yang dimiliki 
oleh masing-masing anggota yang duduk dalam Badan Legislasi menjadikan 
kinerja menjadi melemah. Kondisi ini sangat sering terlihat, dimana anggota 
Badan Legislasi juga berperan dalam alat kelengkapan lain yang memiliki tugas 
yang berbeda. Kinerja Badan Legislasi DPRD Kota Makassar akhirnya tidak bisa 
maksimalkan karena pembagian tugas yang tidak merata. Tidak efektifnya 
management yang terjadi didalam Badan Legislasi DPRD Kota Makassar 
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menyebabkan bertumpuknya Rancangan Peraturan sehingga target yang dimiliki 
oleh Badan Legislasi DPRD Kota Makassar itu sendiri tidak dapat tercapai. 
Berdasarkan fakta yang ditunjukkan dari jumlah Rancangan Peraturan yang dapat 
direalisasikan dalam 2 (dua) tahun terakhir, dimana Badan Legislasi DPRD Kota 
Makasar yang diperankan oleh Legislator baru hanya mampu merealisasikan 33 % 
dari target rancangan yang ada. sebagai perbandingan untuk Tahun anggaran 
2009, dari 16 (enam belas) target Rancangan Peraturan Daerah dapat 
terealisasikan pembahasannya sampai ditetapkan menjadi Peraturan Daerah 
mencapai 70 % namun tidak demikian pada tahun terakhir.  
 Lambannya management dipengaruhi oleh jumlah Rancangan yang 
semakin meningkat sedangkan waktu pembahasan yang sedemikian singkat 
sehingga output yang dihasilkan tidak mampu memenuhi target yang telah 
direncanakan sebelumnya. Hal yang lain terindetifikasi bahwa, Badan Legislasi 
DPRD Kota Makassar tidak menentukan skala prioritas untuk pembahasan 
Rancangan Peraturan Daerah, sehingga terlihat bahwa Badan Legislasi DPRD 
Kota Makassar hanya menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 
yang sifatnya sederhana atau mudah, bukan dari segi pentingnya Rancangan 
Peraturan Daerah itu dibahas dan diselesaikan. Padahal kemungkinan Rancangan 
Peraturan Daerah yang tidak mampu diselesaikan itu menyangkut kepentingan 
banyak orang atau bersifat urgent. Sedangkan idealnya sebuah organisasi untuk 
menghasilkan output yang berkualitas dan sesuai dengan yang diharapkan adalah 
sinergisme pembagian tugas dalam organisasi dengan kata lain management yang 
baik dalam sebuah organisasi menjamin output yang berkualitas. Walaupun 
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anggota Badan Legislasi yang sekarang menjabat tidak mengalami pembatalan 
Rancangan Peraturan Daerah yang dihasilkan namun tidak menutup kemungkinan 
dengan management yang buruk hal ini akan ditemui, karena management yang 
tidak baik akan mempengaruhi output yang dihasilkan.
65
 
Tercantum dalam QS. Al-Anfal Ayat 27 yang bunyinya sebagai berikut :  
                               
Terjemahannya :  
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul 
(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang 
dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.66 
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Makassar 
 Pimpinan DPRD Kota Makassar membentuk alat kelengkapan lain yang 
diperlukan berupa Panitia Khusus dengan keputusan DPRD Kota Makassar, atas 
usul dan pendapat anggota DPRD Kota Makassar setelah mendengar 
pertimbangan Panitia Musyawarah dengan persetujuan Rapat  Paripurna. Panitia 
khusus merupakan alat kelengkapan DPRD Kota Makassar yang bersifat tidak 
tetap. Jumlah anggota panitia khusus mempertimbangkan jumlah anggota komisi 
yang terkait disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran. 
Anggota panitia khusus terdiri dari anggota komisi terkait yang mewakili semua 
unsur fraksi, ketua, wakil ketua dan sekretaris panitia khusus dipilih dari dan oleh 
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anggota panitia khusus. Susunan keanggotaan, ketua dan wakil ketua panitia 
khusus ditetapkan dalam rapat paripurna. Panitia khusus melaksanakan tugas 
tertentu yang penting dan mendesak, meliputi bidang tugas beberapa komisi yang 
memerlukan penelitian dan penyelesaian secara khusus dalam jangka waktu 
tertentu yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kota Makassar. Masa kerja panitia 
khusus ditentukan oleh pimpinan DPRD Kota Makassar dan dapat diperpanjang 
apabila diperlukan setelah mendapat pertimbangan dari panitia musyawarah. 
Panitia khusus bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD Kota Makassar. Hasil 
kerja panitia khusus disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar. 
67
 
DPRD Kota Makassar meminta Pansus Ranperda RTRW mengintensifkan 
pembahasan regulasi tersebut. Pembahasan Ranperda RTRW dinilai terus 
mengalami keterlambatan penetapan. Padahal Panitia khusus Ranperda tersebut 
sebelumnya menargetkan pedoman tata ruang Makassar selama 20 tahun ke depan 
disahkan pada akhir tahun lalu. Anggota DPRD Kota Makassar dari fraksi partai 
demokrat menilai, sejauh ini pembahasan Ranperda RTRW telah melalui seluruh 
proses kajian baik dari tim ahli penataan ruang, akademisi, maupun stakeholders 
lainnya. Hanya saja Ranperda tersebut masih terkendala pada item pembahasan 
mengenai zonasi reklamasi. Pihaknya menyarankan agar Pansus Ranperda RTRW 
mengintensifkan kembali koordinasi dengan stakeholders terkait agar regulasi 
tersebut bisa segera ditetapkan. 
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Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Makassar mengatakan pasca 
penetapan RTRW sebagai peraturan daerah, pihaknya akan segera menyelesaikan 
aturan teknis atau rencana detail tata ruang yang merupakan kebijakan turunan 
perda RTRW yang terdiri dari 5 kawasan, 12 zona dan 7 wilayah khusus. Rencana 
detail tata ruang tersebut akan mengatur kebutuhan masing-masing wilayah 
misalnya untuk kawasan bisnis akan dikaji jumlah ideal kebutuhan sarana umum 
seperti jalan maupun kebutuhan energi. Sejauh ini, Pemerintah Kota Makassar 
telah mengalokasikan anggaran pembahasan Ranperda RTRW sejak 2009 lalu 
sebesar Rp1,55 Milyar. Di pihak lain, Kementerian Pekerjaan Umum mengakui di 
seluruh Indonesia baru sekitar 15 provinsi diikuti 60 persen lebih kabupaten/kota 
yang telah memiliki RTRW. Dirjen Penataan Ruang Kemen PU, RTRW Kota 
Makassar telah mendapat persetujuan substansi dari Menteri PU dan juga disetujui 
Gubernur Sulawesi Selatan. Proses itu sekarang bergulir di DPRD Kota Makassar. 
Produk legislasi DPRD Makassar sepanjang 2012 lalu relatif lemah. 
Setidaknya, ada tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) yang tak tuntas hingga 
memasuki 2013. Dari tiga ranperda tersebut, tiga di antaranya merupakan ajuan 
dari Pemerintah Kota Makassar. Selanjutnya tiga ranperda ajuan pemkot yakni 
Ranperda tentang penataan peredaran minuman alkohol, Ranperda tentang 
tanggung jawab social dan perusahaan, dan Ranperda tentang peningkatan 
kesejahteraan sosial. Ranperda RTRW sudah diterima DPRD Makassar dan sudah 
dibuatkan pansus kendati sebelumnya dikembalikan ke pemkot karena dianggap 
tak memenuhi syarat. Lalu Ranperda tentang penataan peredaran minuman 
alkohol, masih akan dibahas lebih lanjut 2013 ini. Khusus Ranperda tentang 
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peningkatan kesejahteraan sosial, pemkot baru akan menyetorkannya lagi tahun 
ini karena draf sebelumnya dikembalikan. Untuk Ranperda RTH, kini sudah 
memasuki tahun ke empat karena merupakan inisiasi pertama DPRD Makassar 
untuk periode 2009-2014. Namun pada prinsipnya tiga ranperda terakhir, sudah 
disetujui oleh mayoritas fraksi DPRD Makassar. Hanya saja, persetujuan baru bisa 
disebut resmi jika melalui rapat paripurna. Tiga ranperda ini tidak tuntas di 2012, 
karena konsentrasi dewan yang terpecah akibat pada triwulan III tersebut, fokus 
pembahasan adalah anggaran, baik APBDP 2012 maupun RAPBD 2013. Kendala 
lain hingga belum dilanjutkan adalah belum adanya jadwal rapat paripurna dari 
Badan Musyawarah. Setelah baleg mengkajinya, lantas diserahkan ke pimpinan. 
Pimpinan kemudian menyerahkan ke bamus untuk diagendakan paripurna untuk 
meminta persetujuan dari anggota Fraksi Partai Demokrat Makassar tersebut. 
Anggota Baleg lainnya, mengatakan tertundanya sejumlah ranperda bukan berarti 
tidak selesai. Ia juga tak ingin dewan disebut menyalahgunakan anggaran karena 
tidak tuntas di 2013. Menurutnya, anggaran yang dipakai memang untuk ranperda 
inisiasi. Itu berjalan sesuai dengan mekanisme penganggaran. Khusus Ranperda 
RTH dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, itu menunggu pengesahan 
Ranperda RTRW. Anggota Fraksi Partai Demokrat mengatakan  sesuai hasil 
konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, Ranperda RTH dan Pengendalian 
Menara Telekomunikasi tidak boleh mendahului RTRW. Pada dasarnya kedua 
ranperda ini sudah tidak ada masalah, karena Fraksi partai demokrat Makassar 
telah memperjuangkan ranperda ini untuk ditetapakn menjadi perda walaupun ada 
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fraksi partai lain yang tidak setuju kalau ranperda RTH dan ranperda pengendalian 
menara telekomunikasi ditetapkan menjadi perda.  
 Adapun Ukuran Tingkat Keberhasilan Anggota DPRD Kota 
Makassar dalam melaksanakan Fungsi Legislasi adalah sebagai berikut ; 
Efektivitas 
 Efektivitas disini akan diukur dari apakah tujuan dari Lembaga Legislatif 
sebagai penyambung aspirasi masyarakat daerah dapat melaksanakan tugas dan 
fungsinya serta memberikan layanan dan amanat fungsi yang diembannya. 
Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan menyangkut kinerja Fraksi 
Partai Demokrat Makassar khususnya dalam melaksanakan kekuasaan legislasi 
sebagai bagian dari fungsi DPRD serta bertujuan untuk menjadi penyambung 
aspirasi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat ssuai dengan amanat 
fungsi yang diembannya masih rendah.
68
 
Dengan diajukannya fungsi legislasi oleh DPRD Kota Makassar, 
kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih mencerminkan kehendak rakyat di 
daerah. Akan tetapi, dalam prakteknya fungsi pembuatan peraturan ini tidak 
berjalan sebagaimana mestinya, sebab hingga saat ini belum ada peraturan daerah 
yang merupakan hak inisiatif, atau dengan kata lain hak inisiatif belum pernah 
dilaksanakan. Kondisi ini dapat dipahami karena berbagai keterbatasan DPRD 
Kota Makassar dibanding dengan eksekutif. Informasi, data, tenaga terampil dan 
kemampuan menganalisis berbagai aspek yang diperlukan dalam menyusun suatu 
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Rancangan Peraturan Daerah yang dimiliki oleh eksekutif masih lebih lengkap 
dibanding dengan apa yang dimiliki oleh DPRD Kota Makassar.
69
 
 Dalam operasionalnya, penilaian kinerja anggota DPRD Kota Makassar 
terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPRD Kota 
Makassar yaitu berupa pembuatan produk-produk hukum baik berupa keputusan 
maupun Peraturan Daerah. Melalui pembuatan Peraturan Daerah ini, berarti 
DPRD Kota Makassar telah menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya, 
baik secara materiil maupun secara fungsional. Kemampuan DPRD Kota 
Makassar untuk membuat Peraturan Daerah akan menjadi tolak ukur dalam 
menjalankan fungsi dan menjamin keberadaannya. Dalam era otonomi ini, 
diperlukan suatu jalinan hubungan kerjasama yang baik antara DPRD Kota 
Makassar selaku lembaga legislatif dengan pemerintah daerah selaku lembaga 
eksekutif, sehingga keduanya merupakan satu kesatuan yang utuh dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif pembuatan Peraturan 
Daerah, Anggota DPRD Kota Makassar hendaknya senantiasa memperhatikan 
aspirasi dan kepentingan masyarakat. Keseluruhan aspirasi, baik berupa tuntutan 
maupun dukungan dapat diperoleh melalui interaksi timbal balik yang dilakukan 
oleh para anggota dewan dengan masyarakat, baik melalui organisasi yang 
diwakilinya maupun dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Pasca 
reformasi dan pelaksanaan Otonomi Daerah dilihat dari perspektif konstitusi, 
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posisi DPRD sangat kuat. UU Nomor 32 Tahun 2004 memberikan konsekuensi 
dari kedudukan lembaga tersebut.
70
 
 Peraturan Daerah yang berhasil ditetapkan oleh DPRD Kota Makassar 
tersebut, tidak ada satu Peraturan Daerah pun yang merupakan Perda inisiatif dari 
DPRD Kota Makassar. Jadi pelaksanaannya ternyata partisipasi aktif DPRD Kota 
Makassar baru terbatas pada proses pembahasan dan memberikan persetujuan 
terhadap usulan rancangan yang diajukan oleh pihak eksekutif. Terlihat bahwa 
penggunaan hak inisiatif oleh DPRD Kota Makassar dalam melaksanakan fungsi 
legislasinya belum berjalan sebagaimana mestinya, karena Ranperda yang 
dijadikan Perda semuanya berasal dari Pemkot. Fraksi partai demokrat menilai 
bahwa peran DPRD Kota Makassar  terhadap keberadaan produk legislasi rendah 
sekali dibanding dengan peran Pemkot Makassar. Keadaan demikian menujukkan 
bahwa lembaga legislatif belum memperlihatkan pelaksananya yang maksimal 
dalam menampung aspirasi masyarakat dalam rangka perwujudan demokrasi yang 
diwakilkan oleh rakyat kepada mereka. Keberadaan DPRD Kota Makassar 
sebagai badan yang hanya melegitimasi usulan/rancangan yang berasal dari 
Pemkot, akan hilang apabila DPRD Kota Makassar lebih banyak menggunakan 
hak inisiatifnya
71
. 
Penetapan Perda dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD Kota Makassar 
untuk mendapat persetujuan bersama pasal 42 UU No 32 Tahun 2004. Hal mana 
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menunjukkan adanya suasana Parlementer dan berlakunya mekanisme check and 
balance. Dikaitkan dengan amandemen UUD 1945, kekuasaan membentuk Perda 
seharusnya berada di tangan DPRD kota Makassar. Idealnya badan legislatif 
daerah menjadi sumber inisiatif, ide dan konsep berbagai Raperda, karena posisi 
mereka sebagai wakil rakyat akan lebih memahami kepentingan dan aspirasi yang 
berkembang dalam masyarakat.
72
 
Berdasarkan wawancara dengan informan Tokoh Masyarakat, Rustam, SE, 
mengatakan bahwa : 
 “Menurut yang saya ketahui bahwa DPRD kota Makassar menjalankan 
fungsinya belum baik, mekanisme penyaluran aspirasi belum sesuai prosedur. 
Begitu juga yang belum yaitu kemandirian DPRD Kota Makassar dari Fraksi 
Partai Demokrat kaitan dengan kesejahteraan anggota sehingga mempengaruhi 
kebijakan DPRD Kota Makassar. Dalam artian kebijakan yang diambil DPRD 
Kota Makassar cenderung bersifat mendukung kebijakan Eksekutif setelah terjadi 
lobby dan pendekatan Eksekutif  “sharing Profit” dari rencana Perda yang 
disyahkan kaitan dengan Perda pembebanan kepada masyarakat dalam rangka 
perolehan PAD pada era otonomi daerah”.73 
 
 Sejalan dengan pendapat tersebut Staf Fraksi Partai Demokrat Makassar 
Syahrul mengatakan bahwa : 
 “Belum sesuai dengan prosedur dan mekanisme, serta masih cenderung 
aspiratif dan membebankan masyarakat keseluruhan. Kemudian setiap produk 
Perda yang akan disyahkan dijalankan atau dilaksanakan tidak diuji dan 
disosialisasikan kepada masyarakat”.74 
 
 Menurut undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU No. 27 
Tahun 2009) yang dimana tercantum dalam pasal 133 tentang mekanisme 
penyaluran aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut :  
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a. Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di 
DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti 
pengaduan dan/ atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara 
langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, 
fungsi dan wewenang DPRD.  
b. Pengaduan dan/ atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan 
kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota 
DPRD, atau fraksi di DPRD.  
c. Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi di 
DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/ atau aspirasi sesuai 
kewenangannya.  
d. Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/ atau aspirasi 
kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait atau 
fraksinya. 
e. Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/ atau aspirasi masyarakat dapat 
ditindaklanjuti dengan :  
1. Rapat dengar pendapat umum; 
2. Rapat dengar pendapat; 
3. Kunjungan kerja; atau 
4. Rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya 
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f. Tata cara penerimaan dan tindaklanjuti pengaduan dan/ atau aspirasi 
masyarakat diatur oleh sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan 
DPRD. 
  Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali, SE,  
mengatakan : 
 “Buruknya kinerja Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai 
Demokrat ini tidak terlepas dari cara pandang keliru. Cara pandang keliru itu 
dapat diuraikan sebagai problematik keterwakilan (representativeness) hampir 
selalu terjadi atau dialami parlemen dimanapun sehingga selalu ada kesenjangan 
antara apa yang dilakukan para wakil rakyat dan harapan rakyat yang diwakili. 
Hanya dalam konteks kehidupan politik bangsa Indonesia, kesenjangan itu sering 
begitu lebar, sehingga muncul tuduhan, kalau lebih sering mewakili diri sendiri 
ketimbang aspirasi pemilihnya.”75 
   
 Dari penjelasan tersebut diatas dan berdasarkan wawancara dan 
pengamatan langsung dilapangan memang dapat dikatakan bahwa kebijakan yang 
telah dihasilkan DPRD Kota Makassar belum mampu menjawab berbagai 
persoalan yang ada di masyarakat. DPRD Kota Makassar juga dalam menentukan 
Peraturan Daerah yang dihasilkan belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal, 
karena banyaknya kesibukan yang dilakukan anggota DPRD Kota Makassar 
seperti, melakukan reses ke daerah pilihannya masing-masing, kunjungan ke luar 
daerah yang tidak pernah ada hasilnya hanya menghamburkan dana APBD dan 
adanya jadwal kampanye yang dilakukan anggota DPRD Kota Makassar, karena 
ingin mencalonkan kembali sebagai anggota DPRD Kota Makassar. 
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 Sejalan dengan pendapat tersebut, seorang Tokoh masyarakat sekaligus 
Ketua RT 5 RW 8 Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang, Patta Sabang, 
mengatakan bahwa :  
 “Kebijakan yang dibuat oleh DPRD Kota Makassar dalam hal peraturan 
daerah masih banyak yang merupakan usulan dari Pemerintah Kota Makassar. 
Kebijakan dari Pemerintah Kota masih cenderung berpihak kepada pemilik 
modal, cenderung mencari PAD dan kebijakan dimaksud bersifat membebankan 
masyarakat dan bukan dari keinginan atau aspirasi masyarakat, anggota DPRD 
Kota Makassar dari Fraksi Partai Demokrat masih pasif menjemput aspirasi dari 
masyarakat”.76 
 Begitupun dengan pendapat Staf Fraksi Partai Demokrat Makassar  
Syahrul, mengatakan bahwa:  
 “Menurut saya dalam pembuatan kebijakan dalam pelaksanaan fungsi 
DPRD Kota Makassar belum aspiratif karena kebijakan yang dibuat cenderung 
untuk kepentingan Partai Politik dari anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi 
Partai Demokrat saja dan kepentingan Eksekutif dengan dalih efektivitas dan 
efiensi PAD dan ide pembuatan kebijakan cenderung lahir dari ide Eksekutif 
bukan dari masyarakat”.77 
 
 Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa dalam akuntabilitas 
pelaksanaan fungsi DPRD Kota Makassar masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari 
segi kegiatan DPRD Kota Makassar serta kebijakannya belum ada yang nampak 
yang sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, apalagi konsisten dengan 
kehendak masyarakat. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat yang diharapkan oleh 
pemerintah daerah adalah keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam proses 
pengambilan keputusan, dalam pelaksanaan, dalam pemanfaatan hasil dan 
partisipasi dalam evaluasi. Tentu saja hal ini sangat berimplikasi sangat luas, 
terlebih karena pengalaman kita di dalam berdemokrasi sangat terbatas, bahkan 
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tidak jarang DPRD Kota Makassar seringkali dihujat karena keterlibatannya 
dalam tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya sesuai dengan etika politik dan 
pemerintahan.  
Peningkatan fungsi legislasi DPRD Kota Makassar tidak hanya melihat 
dari jumlah peraturan daerah yang dihasilkan yang berasal dari inisiatif DPRD 
Kota Makassar. Kualitas DPRD Kota Makassar dalam menjalankan fungsi 
legislasi juga diukur dari muatan peraturan daerah yang seharusnya lebih banyak 
berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
78
 
Dalam penyusunan peraturan daerah, anggota DPRD Kota Makassar harus 
lebih banyak berperan sebagai sumber ide dan gagasan, sesuai kedudukannya 
sebagai insan politik. Anggota DPRD Kota Makassar tidak dituntut untuk 
menguasai secara teknis materi dan bahasa hukum dalam peraturan daerah, karena 
hal tersebut dapat diserahkan kepada para ahli dalam bidangnya masing-masing. 
Praktek pemerintahan daerah yang ada seringkali menggambarkan bagaimana 
para anggota DPRD Kota Makassar sibuk menyusun peraturan daerah sampai 
pada hal yang sangat rinci dan substantif, tanpa didasari dengan keahlian yang 
cukup. Akhirnya yang muncul adalah perdebatan berkepanjangan tentang sesuatu 
hal oleh mereka yang sama-sama tidak paham mengenai substansinya, sehingga 
menghabiskan waktu tanpa dapat menyelesaikannya dengan baik.
79
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Keputusan dan perda yang dikeluarkan DPRD Kota Makassar dari segi 
politiknya hanya lebih mementingkan pada golongan /partai yang diwakilinya 
tanpa masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pembuatan dan penentuan 
kebijakan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, DPRD Kota Makassar dalam 
pembuatan perda tidak demokratis sehingga dapat bersifat membebankan 
masyarakat karena bukan dari keinginan atau aspirasi masyarakat.  
Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa akuntabilitas DPRD Kota 
Makassar terhadap masyarakat belum berjalan dengan baik sebagaimana yang 
diharapkan. Begitu pula dengan hasil pengamatan dan wawancara dengan tokoh-
tokoh masyarakat dan perangkat Pemerintah Daerah yang ditemui hampir semua 
mengatakan hal yang sama.  
 Berdasarkan hasil temuan di Kota Makassar mengenai kemampuan 
anggota DPRD dalam merespon kondisi yang berkembang dan apa yang menjadi 
prioritas pekerjaannya sesuai dengan aspirasi masyarakat cukup baik. Hal ini 
dapat dilihat dari pertemuan-pertemuan oleh DPRD Kota Makassar secara resmi 
dalam menampung aspirasi masyarakat.  
 Sebagaimana hasil wawancara yang dikemukakan  oleh Staf Fraksi Partai 
Demokrat Makassar Jaya, mengatakan bahwa : 
 “Kalau menurut hasil pengamatan, Fraksi Partai Demokrat selalu 
merespon terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat terbukti acapkali 
Eksekutif dipanggil untuk dengar pendapat tentang aspirasi tersebut. Dan bahkan 
jika memungkinkan Fraksi Partai Demokrat langsung mengadakan kunjungan 
kerja ke daerah pilihan mereka untuk mmendengarkan aspirasi masyarakat 
tersebut”. Dan ia juga mengatakan :  
 
 “Cukup baik, tentang sering memanggil Eksekutif untuk dengar pendapat 
tentang kasus yang disalurkan masyarakat kepada Fraksi Partai Demokrat 
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kemudian juga Fraksi Partai Demokrat sering mengadakan kunjungan kerja ke 
masing-masing Kecamatan dan Kelurahan”.80 
 
 Berdasarkan observasi di lapangan sikap fraksi partai demokrat  terhadap 
kinerja anggota DPRD Kota Makassar dalam merespon aspirasi masyarakat sudah 
cukup baik tapi belum maksimal bagi harapan masyarakat. Hal ini terlihat dari 
sedikitnya anggota DPRD Kota Makassar yang mau menerima dan mendengarkan 
tuntutan mereka bahkan kadang-kadang hanya anggota DPRD Kota Makassar 
tertentu saja yang selalu ditunjuk untuk menerima masyarakat yang datang ke 
Gedung DPRD Kota Makassar untuk menyalurkan aspirasinya.  
Disamping itu keluhan-keluhan yang selama ini disampaikan oleh 
masyarakat belum semuanya digunakan sebagai referensi bagi penyusunan 
kebijakan dan perbaikan dimasa mendatang seperti tuntutan/keluhan masyarakat 
tentang masalah peraturan daerah yang dihasilkan masih jauh yang diharapkan 
masyarakat, adanya tuntutan agar Fraksi Partai Demokrat Makassar tidak 
menghambur-hamburkan uang dengan jalan-jalan keluar daerah dalam bentuk 
kunjungan kerja atau studi banding belum ditanggapi secara serius oleh anggota 
DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai lain. Dalam hal ini juga kemampuan 
Fraksi Partai Demokrat Makassar untuk lebih tanggap terhadap kebijakan Perda 
yang dikeluarkan Eksekutif dan bisa memahami kondisi yang berkembang serta 
apa yang menjadi prioritas untuk ditangani sesuai dengan aspirasi masyarakat 
yang sedang berkembang.
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 Perda yang dikeluarkan Pemerintahan Kota yaitu eksekutif yang telah 
disetujui atau disyahkan oleh legislatif dari segi politiknya hanya lebih 
mementingkan pada golongan/partai yang diwakilinya tanpa mayarakat perlu 
dilibatkan dalam proses pembuatan dan penentuan perda Pemerintah Daerah 
sehingga dengan perda ini dapat membebaskan masyarakat dalam rangka 
perolehan PAD.  
 Dengan demikian DPRD sebagai fungsi regulator konflik yaitu DPRD 
Kota makassar harus mampu bertindak arif dan adil tanpa memihak pada 
kepentingan kelompok tertentu sehingga solusi yang diambil merupakan jalan 
tengah sekaligus alternatif terbaik pula.  
 Dari gambaran kedua pendapat tersebut dan hasil observasi di lapangan 
dapat dikatakan bahwa tingkat keefektifan fungsi DPRD sebagai penyambung 
aspirasi masyarakat di Kota Makassar masih rendah. Hal ini dapat dilihat belum 
adanya kemandirian anggota DPRD Kota Makassar sehingga belum adanya 
output yang dihasilkan oleh DPRD Kota Makassar, khususnya tentang Perda yang 
selalu mendukung kebijakan Eksekutif karena pada umumnya inisiatif DPRD 
Kota Makassar masih minim. 
 Dalam pelaksanaan fungsi DPRD sebagai fungsi legislasi dan pengawasan 
yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pelaporan, karena 
DPRD Kota Makassar memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan 
kebijaksanaan umum APBD serta dalam pelaksanaan Peraturan Daerah 
mempunyai alasan atau standar kerja yang menurut ketentuan peraturan tata tertib 
DPRD Kota Makassar, tetapi menurut hasil pengamatan di lapangan dapat 
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dikatakan bahwa masing-masing anggota DPRD Kota Makassar  secara spesifik 
belum memahami tentang penjabaran fungsinya dalam peraturan tata tertib DPRD 
Kota Makassar dalam tata pemerintahan yang baik, pengawasan berperan dalam 
memberikan umpan balik (feed back) kepada pemerintah daerah. Pengawasan 
harus memberikan informasi tersebut sedini mungkin, sebagai bagian dari sistem 
peringatan dini (early warning system) bagi pemerintah daerah.
82
 
 Fungsi penting lain yang dimiliki DPRD Kota Makassar adalah 
pengawasan atas kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan. Dalam bidang pengawasan, DPRD Kota Makassar diberikan 
kekuasaan untuk memberikan penilaian terhadap kebijakan dan tingkah laku pihak 
eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. Peran DPRD Kota Makassar dalam 
melakukan fungsi pengawasan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya 
penyalahgunaan, penyelewengan dan kebocoran yang dilakukan oleh pihak 
eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam melaksanakan 
fungsi pengawasan ini, DPRD Kota Makassar sebenarnya mempunyai kesempatan 
yang luas untuk dapat melaksanakannya, sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2009. Meskipun demikian, dalam prakteknya fungsi 
pengawasan tersebut belum berjalan secara efektif. Hal ini dapat dilihat antara lain 
dari keluaran kebijakan di daerah yang lebih mencerminkan produk pemerintah 
daripada realisasi keinginan rakyat melalui badan perwakilannya, sementara 
persetujuan rakyat melalui DPRD Kota Makassar lebih untuk memenuhi tata cara 
politik semata. Dari segi kelembagaan, sering dirasakan oleh sementara 
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masyarakat seolah-olah legislatif belum begitu berperan dalam melakukan fungsi 
kontrol popular yang dimilikinya, yakni pengawasan masyarakat terhadap 
pemerintah. Pengawasan sosial nampaknya belum dapat terlaksana sebagaimana 
diharapkan. Hal tersebut antara lain karena wadah penyalur aspirasi/keinginan 
rakyat yang juga merupakan salah satu fungsi kontrol belum berfungsi dengan 
baik. Pengawasan sosial melalui lembaga legislatif juga masih lemah, terbukti 
dengan masih banyaknya kritik masyarakat yang ditujukan kepada DPRD Kota 
Makassar, baik yang dilontarkan secara langsung maupun melalui media massa, 
yang menyatakan bahwa DPRD Kota Makasar belum dapat berbuat banyak dalam 
menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.
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 Sesungguhnya, penetapan kebijakan dan penetapan peraturan perundangan 
oleh DPRD Kota Makassar adalah termasuk langkah pertama dari pengawasan. 
Penilaian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah oleh eksekutif merupakan 
bentuk pengawasan lainnya. Fungsi pengawasan dioperasionalisasikan secara 
berbeda dibandingkan dengan lembaga pengawasan fungsional. DPRD sebagai 
lembaga politik melakukan pengawasan yang bersifat politis pula. Bentuk 
pengawasan ini dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tercermin dalam 
hak-hak DPRD, yakni hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan dan 
hak penyelidikan. Rangkaian hak tersebut sebenarnya telah memberi kewenangan 
bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Problematika pelaksanaan 
fungsi pengawasan oleh DPRD dianggap bersumber dari tata tertib cara pengajuan 
hak-hak itu yang tidak bersifat langsung dan prosedurnya yang panjang. Selain 
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menimbulkan keengganan bagi anggota DPRD Kota Makassar , karena prosesnya 
yang cukup panjang, juga dapat terjadi bahwa penggunaan hak bertanya atau 
meminta keterangan dianggap oleh pimpinan DPRD Kota Makassar atau 
berdasarkan pertimbangan panitia musyawarah tidak perlu disampaikan kepada 
pihak eksekutif. Disamping itu, hak penyelidikan yang dimiliki oleh DPRD 
sebagai hak pengawasan yang paling ampuh, belum diatur secara rinci dan bahkan 
hal ini telah menimbulkan missinterpretasi. Belum efektifnya pelaksanaan fungsi 
pengawasan juga bersumber pada keterbatasan yang ada pada DPRD, karena 
pelaksanaan fungsi pengawasan selain memerlukan pengetahuan dan keahlian, 
juga memerlukan data, informasi dan keterangan yang memadai. DPRD Kota 
Makassar tidak memiliki sendiri sumber-sumber data atau informasi, serta kurang 
memiliki cukup tenaga ahli yang menjamin pelaksanaan pengawasan itu secara 
berdaya guna.
84
 
 Dari uraian diatas untuk Kota Makassar bahwa dari segi akuntabilitas 
pelaksanaan fungsi DPRD Kota Makassar belum berjalan dengan baik. Hal ini 
dapat dilihat dari tidak berjalannya fungsi DPRD Kota Makassar dari faktor 
responsivitas dan efektivitas yang telah dijelaskan di atas, jadi dengan demikian 
tidak banyak yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan kata 
lain dapat disebutkan bahwa akuntabilitas DPRD Kota Makassar terhadap 
masyarakat belum berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan, baik itu 
fungsinya sebagai legislasi, pengawasan dan fungsi regulator konflik. 
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Tetapi tidak adil bila kita menilai rendahnya kinerja anggota DPRD Kota 
Makassar dalam melaksanakan fungsi legislasi tanpa melihat faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Hal ini menurut pengamatan dan wawancara langsung di 
lapangan ditemui faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sistem politik yang 
berlaku, dalam arti dasar hukum atau ketentuan yang ada memiliki peran yang 
amat penting terhadap kinerja DPRD Kota Makassar, begitupun dari segi 
anggaran dan pembiayaan untuk honor perbulan yang diperoleh dari Pemerintah 
Kota Rendahnya tingkat pendidikan dan latar belakang pengalaman dibidang 
organisasi, politik dan pemerintahan. Dari segi informasi juga menjadi kendala 
dalam menunjang kinerja anggota DPRD Kota Makassar, yaitu sarana dan media 
informasi yang digunakan dalam menjaring dan menyerap informasi dari 
masyarakat.
85
 
B. Kendala yang dihadapi Anggota DPRD Kota Makassar dalam 
Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Periode 2009-2014 
 
Kinerja DPRD Kota Makassar sebagaimana dipaparkan diatas kiranya ada 
faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor- faktor yang dimaksud adalah : Sumber 
Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Data dan Informasi dan Pengalaman. Oleh 
karena iitu perlu ditelusuri lebih lanjut hubungan antara kinerja DPRD dengan 
keempat hal tersebut.  
1. Sumber Daya Manusia  
Kekurangan sumber daya manusia pada umumnya bukan disebabkan 
karena kurangnya jumlah/ kuantitas, akan tetapi kurang dari segi kualitas yang 
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berkaitan dengan tugas dengan bidang hukum. Kehadiran UU No. 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah merupakan faktor penyebab terjadinya perubahan 
social, ekonomi, budaya dan politik yang meluas di daerah. Melalui kedua 
Undang-undang tersebut Daerah otonomi telah dan akan diberi kewenangan yang 
luas, nyata dan bertanggung jawab, disertai dengan pemberian sumber-sumber 
keuangan yang cukup signifikan seimbang dengan kewenangannya. Berdasarkan 
undang-undang tersebut serta berbagai peraturan pelaksanaan lainnya, akan ada 
konsentrasi pengambilan keputusan dan perputaran uang yang lebih besar di 
daerah otonom, terutama daerah kabupaten /kota. Dengan kewenangan yang lebih 
luas, berarti daerah otonom memiliki diskresi yang lebih besar untuk menentukan 
masa depannya sendiri berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang dimilikinya. 
Dengan bertambahnya jumlah uang yang beredar di daerah, diharapkan akan 
dapat mempercepat proses pembangunan dan pemerataan di daerah, apabila 
masyarakat setempat dapat memanfaatkan peluang yang ada. Apabila tidak, maka 
orang lain yang lebih siap akan memanfaatkan peluang tersebut. 
86
 
Perubahan sebagaimana dikemukakan diatas, juga akan menimbulkan 
berbagai konsekuensi, termasuk kemungkinan terjadinya gegar budaya bagi 
masyarakat dan pemerintah daerah, berupa kegamangan, rasa tidak percaya diri 
ataupun perasaan ego kedaerahan yang berlebihan. Otonomi luas bagi daerah 
kabupaten/ kota akhirnya seperti pisau bermata ganda, disatu sisi dapat menjadi 
berkah, disisi lain dapat menjadi bencana. Kunci utamanya terletak pada kualitas 
sumber daya manusia, yang dapat mengubah berbagai kelemahan menjadi 
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kekuatan serta mengubah tantangan menjadi peluang. Untuk dapat menangkap 
berbagai peluang yang telah terbuka didepan mata, upaya yang harus dilakukan 
oleh masyarakat dan pemerintah daerah adalah membangun sumber daya manusia 
yang berkualitas. Diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia terkait dengan 
pembentukan peraturan daerah melalui program legislasi daerah masih belum 
maksimal, sehingga sumber daya manusia yang menjadi penopang hanyalah 
akademisi, yang dalam hal ini sebagai pembuat naskah akademik rancangan 
peraturan daerah. Padahal, sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan UU 
No. 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk menunjang pembentukan peraturan 
perundang-undangan diperlukan peran tenaga perancang peraturan perundang-
undangan  sebagai tenaga fungsional yang berkualitas dan yang mempunyai tugas 
menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-
undangan.
87
  
Pasal 2 peraturan Presiden (Perpres) No. 37 Tahun 2006 tentang tunjangan 
jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa 
Kepala Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam 
Jabatan Fungsional Perancang perundang-undangan diberikan tunjangan 
perancang peraturan perundang-undangan setiap bulan. Masalahnya, eksistensi 
tenaga perancang perda yang tidak lain adalah staf bagian hukum tersebut pada 
dasarnya tidak sesuai dengan pasal Perpres No. 37 Tahun 2006. Berdasarkan pasal 
2 tersebut seharusnya mereka secara khusus dan penuh waktu diangkat oleh 
Walikota Makassar untuk menduduki jabatan fungsional sebagai tenaga 
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perancang perda. Faktanya, yang disebut legal drafter oleh bagian hukum tersebut 
tidak lain adalah para staf bagian hukum yang selama ini terlibat dalam 
penyusunan raperda. Jadi, tenaga perancang perda tersebut bukanlah tenaga 
perancang fungsional sebagaimana yang diatur oleh Perpres No. 37 Tahun 2006.
88
  
Seementara jika ditinjau dari sisi kemampuan anggota DPRD Kota 
Makasar, banyak pihak yang meragukan kemampuan sumber daya manusia 
anggota dewan dalam menyusun rancangan peraturan daerah. Harus diakui 
keterwakilan masyarakat yang tercermin pada anggota dewan yang terpilih bukan 
karena faktor SDM semata, melainkan karena pengaruh yang ditunjang dengan 
kemampuan finansial dan modal yang dimiliki. Karena itu masyarakat tidak dapat 
berharap banyak terhadap kemampuan anggota dewan, khususnya dalam 
kemampuannya menyusun rancangan peraturan daerah anggota DPRD Kota 
Makasar memang tidak dipersiapkan secara matang dalam merancang peraturan 
daerah, keterwakilan anggota DPRD lebih banyak memenuhi persyaratan politis 
saja dan mengesampingkan persyaratan formal intelektual dan pemerintahan. 
Bahkan ada anggota DPRD Kota Makassar yang hanya berlatar belakang 
pendidikan SMA. Seyogyanya untuk mengimbangi kemampuan SDM kalangan 
eksekutif, sudah seharusnya semua anggota dewan yang meliputi legislasi, 
pengawasan dan anggaran, latar pendidikan SMA tidak memadai. Supaya Prolega 
yang disusun betul-betul dapat mewujudkan peraturan daerah yang responsif perlu 
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direkomendasikan kepada pihak eksekutif dan legislatif mendapatkan diklat 
penyusunan dan perancangan perundang-undangan. 
89
 
2. Sarana dan Prasarana  
Dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah juga dipengaruhi 
sarana dan prasarana yang diperlukan guna menunjang terbentuknya peraturan 
daerah. Salah satu sarana yang menunjang adalah ketersediaan dana dalam 
menyusun rancangan peraturan daerah. Bagian hukum Pemerintah Kota Makassar 
mengemukakan bahwa pihaknya mengalami kendala dalam membentuk Prolega 
karena anggaran pembentukan perda berada di SKPD (satuan kerja perangkat 
daerah) masing-masing. Sebagai contoh untuk penyusunan perda pajak dan 
retribusi anggarannya ada di Dispenda  untuk penyusunan perda retribusi 
angkutan anggarannya ada di Dinas Perhubungan. Jadi kurangnya koordinasi 
dengan bagian hukum Kantor Walikota Makassar menyulitkan penyusunan 
Prolega. Selain itu, dalam proses pembentukan Prolega yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat diperlukan data dan informasi yang sebanyak-banyaknya 
yang berkaitan dengan materi yang akan diatur. DPRD Kota Makassar tidak boleh 
hanya mengandalkan informasi yang disampaikan secara langsung maupun tidak 
langsung ke gedung DPRD Kota Makassar. Disamping itu anggota DPRD Kota 
Makassar juga kurang aktif dalam mencari dan menggali data dan informasi 
kepada masyarakat. Metode analisis terhadap data dan informasi yang diserap 
juga tidak ada sehingga banyak anggota DPRD Kota Makassar dalam 
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menjalankan tugas dan fungsinya hanya mengandalkan suara hati saja dalam 
menghadapi suatu permasalahan. 
90
 
Data dan informasi yang dimiliki oleh anggota DPRD Kota Makassar 
belum cukup banyak tersedia bila dibandingkan akses terhadap data dan informasi 
di era globalisasi, informasi dan teknologi. Ketersediaan data dan informasi yang 
cukup banyak ditemukan di dunia maya sekarang ini menuntut orang yang akan 
mengaksesnya mengenal teknologi informasi yang juga berkembang sangat pesat. 
Untuk mengetahui informasi tersebut sangat erat kaitannya dengan tingkat 
kemampuan yang dimiliki orang tersebut, baik yang diperoleh melalui pendidikan 
formal maupun non formal. Era teknologi dan informasi serta globalisasi sekarang 
ini, ketersediaan data dan informasi mutlak dibutuhkan agar dalam pengambilan 
keputusan dalam kebijakan dapat lebih optimal. Untuk itu dalam melihat suatu 
permasalahan yang dihadapi masyarakat, DPRD Kota Makassar mutlak 
membutuhkan data dan informasi yang lengkap sehingga permasalahan tersebut 
dapat tergambar secara utuh dan penyelesaiaanya juga dapat dilakukan secara 
komprehensif. Faktor data dan informasi meliputi aspek ketersediaan dan 
aksebilitas, kualitas, dan pemanfaatannya. Data dan informasi yang dimaksud 
disini adalah data dan informasi yang terkait dengan penetapan suatu kebijakan 
disamping aspirasi masyarakat yang diserap. 
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Walaupun pendapat diatas tidak menyebutkan kelemahan dari ketersediaan 
data dan informasi, namun yang umum dalam penetapan kebijakan sangat terkait 
dengan masalah waktu. Beberapa permasalahan yang memerlukan pemecahan 
yang cepat sangat diperlukan keberadaan suatu sistem penyediaan informasi 
secara cepat agar keuntungan sebagaimana disebutkan diatas dapat tercapai. Jadi 
keberadaan suatu sistem informasi berbasis teknologi informasi mutlak 
dibutuhkan. Sebagai contoh sampai saat ini DPRD Kota Makasar tidak 
mempunyai website sendiri, hanya menumpang pada website resmi Pemkot 
Makasar. Padahal sebenarnya dengan ketersediaan website dapat berfungsi juga 
sebagai layanan kotak pos online sebagai sarana menampung aspirasi masyarakat 
yang efektif. Dengan demikian penyerapan aspirasi masyarakat dapat berlangsung 
secara cepat dan efektif, karena memangkas panjangnya mekanisme penyerapan 
aspirasi masyarakat sebagai ide utama kebijakan. Dalam penyerapan aspirasi 
DPRD Kota Makassar jangan hanya cenderung memanfaatkan data dan informasi 
yang dimiliki oleh Pemerintah Kota. Kondisi ini hanya akan menyebabkan 
informasi sebagai input yang dibutuhkan dalam penentuan kebijakan sangat 
minim. Dalam hal ini DPRD Kota Makassar tidak memiliki sumber informasi 
yang jelas sebagai pembanding bagi informasi yang dimiliki eksekutif. Kondisi ini 
tentu mempengaruhi output berupa peraturan daerah yang dihasilkan.
92
 
3. Pengalaman 
Pengalaman adalah suatu penghayatan akan makna dari setiap problem 
yang ditentukan dalam pekerjaannya, yang mendorongnya untuk menjadi seorang 
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  Syamsuddin Haris, Faktor-Faktor Yang Menghambat Usaha Optimasi Peran Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia. 
Jakarta : Rajawali Press, 1995, hal. 354 
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innovator yang bersedia merubah diri, karena belajar terus menerus dari 
lingkungannya. Pengalaman tidak sekedar berhenti dalam alam pikiran, tapi 
diwujudkan dalam emosi, sikap, perbuatan, pandangan dan keterampilan. Setiap 
pengalaman seharusnya menyumbang sesuatu untuk menyiapkan seorang pribadi 
bagi pengalaman berikutnya yang bersifat lebih dalam dan lebih luas. Dan itulah 
yang justru merupakan arti dari pertumbuhan, kontinuitas dan rekonstruksi 
pengalaman. Pengalaman dapat menuntun proses berpikir seseorang sehingga 
orang tersebut dapat bertindak benar dan bijaksana.
93
  
           Kurang memiliki keahlian dalam penyusunan Perda memang tidak dapat 
dipungkiri bahwa peran DPRD dalam penyusunan Perda masih sangat rendah jika 
dibandingkan dengan eksekutif. Kenyataan yang selama ini terjadi DPRD belum 
pernah menggunakan hak inisiatifnya dalam penyusunan Perda, selama inii Perda 
yang dibahas di DPRD adalah merupakan inisiatif dari eksekutif. Rendahnya 
inisiatif DPRD tersebut disebabkan terutama SDM yang ada didalam anggota 
DPRD dibandingkan dengan SDM yang ada didalam anggota eksekutif masih 
jauh dibawahnya. Pihak eksekutif memiliki aturan baku tentang jenjang 
pendidikan mulai dari rekrutmen sampai promosi sehingga hanya SDM tertentu 
yang biasa menduduki jabatan sebagai penentu kebijakan. Berbeda dengan yang 
terjadi di DPRD pelaksanaan rekrutmen pegawai DPRD ditentukan oleh jumlah 
kursi yang diperoleh dalam pemilihan umum, selain itu kadang disiplin ilmu yang 
dimiliki belum sesuai dengan tugas yang akan dijalankan. Namun, meskipun 
pendidikan formal anggota DPRD sudah cukup memadai, tetapi jika dibandingkan 
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  Fanggidae, AM, Kepemimpinan Pendidikan. Kupang : FIP Undana Kupang, 1975, hal 
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dengan tingkat pendidikan anggota eksekutif belum cukup mengimbangi. Apalagi 
dalam hal pembuatan Perda, anggota-anggota pihak eksekutif memiliki 
pendidikan formal yang disesuaikan dengan bidang tugas yang dijalankan, 
disamping itu juga memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang pemerintahan 
yang cukup luas, sedangkan anggota DPRD mempunyai disiplin ilmu yang 
bermacam-macam sehingga di dalam penggunaan hak inisiatif penyusunan Perda 
mengalami kesulitan.
94
  
             Peraturan pelaksanaan perundang-undangan yang belum lengkap tersebut 
menurut penulis memang menghambat didalam pelaksanaan fungsi legislasi 
DPRD. Belum lengkapnya peraturan pelaksana perundang-undangan baik Perpu, 
Peraturan Pemerintah maupun Kepmen sangat manghambat kinerja DPRD. 
Apabila terjadi perubahan atau revisi terhadap Undang-undang yang lebih tinggi, 
maka peraturan pelaksana dari perundang-undangan itu juga akan mengalami 
perubahan sehingga hal tersebut juga akan menghambat fungsi legislasi DPRD 
Kota Makassar. Penyusunan Perda harus mengacu pada peraturan pelaksana 
tersebut belum lengkap maka DPRD akan kesulitan dalam menjalankan fungsi 
legislasinya. Selain itu peraturan daerah yang dibuat tidak boleh bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang jauh lebih tinggi. 
95
 
           Padatnya jadwal yang dilakukan oleh DPRD pada kegiatan sebenarnya 
telah disusun dan diajukan oeh Pemerintah Kota Makassar dalam waktu yang 
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  Panji Santoso, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia(Identifikasi 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jakarta : PT. Raja 
Grafindo Persada. 2003, hal.  229 
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  Panji Santoso, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia(Identifikasi 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jakarta : PT. Raja 
Grafindo Persada. 2003, hal.  231 
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lama dan Raperda tersebut baru disahkan menjadi Perda. Kendala yang cukup 
menghambat dalam penyusunan Perda adalah jadwal yang dilakukan oleh DPRD 
begitu padat.
96
  
 Berkenaan dengan hal tersebut, faktor yang mempengaruhi kinerja 
seorang anggota DPRD Kota Makassar dalam melaksanakan fungsi legislasi juga 
adalah pengalaman. Anggota DPRD Kota Makassar  dikatakan berpengalaman 
yaitu jika ia senantiasa menghasilkan karya/pandangan baru dalam bidangnya, 
bersikap adaptif dan inovatif, senantiasa mengikuti dan menyesuaikan diri dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selalu merubah strategi 
pendekatannya dalam menangani masalah pembangunan dan senantiasa 
meningkatkan keterampilan profesionalnya sebagai anggota DPRD Kota 
Makassar. Pendapat diatas dibenarkan oleh sebagian besar informan yang berhasil 
diwawancarai, juga diantaranya adalah Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat 
Makassar, H. Agung Wirawan, S. Sos,  mengatakan :  
 “Pada prinsipnya, pengalaman seseorang secara signifikan berpengaruh 
terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang diemban oleh anggota DPRD Kota 
Makassar dari fraksi Partai Demokrat, karena pengalaman tersebut akan menjadi 
dasar pijakannya dalam menghadapi suatu masalah, disamping itu akan memberi 
pengetahuan tambahan dalam berpikir, bersikap dan bertindak, termasuk dalam 
memanage permasalahan”.97 
 Berkaitan dengan penelitian ini, maka pengalaman disini dibedakan 
menjadi : 
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  Panji Santoso, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia(Identifikasi 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jakarta : PT. Raja 
Grafindo Persada. 2003, hal 233 
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  Wawancara dengan H. Agung Wirawan, S. Sos, selaku Wakil Ketua Faksi Partai 
Demokrat Kota Makassar Tanggal 13 Maret 2015  Pukul 11. 20 WITA 
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a.  Pengalaman di Lembaga Legislatif 
 Pengalaman anggota DPRD Kota Makassar yang pernah duduk dalam 
lembaga legislatif sebelumnya berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi yang diembannya saat ini sebagai wakil rakyat, paling tidak dia dapat 
mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada pada periode sebelumnya untuk 
kemudian berusaha mempervaikinya dengan langkah-langkah yang lebih tepat. 
Hal ini sejalan dengan pendapat Bendahara Fraksi Partai Demokrat, Fatma 
Wahyuddin, ST, MM,  diatas yakni : 
 “Pengalaman yang dimiliki oleh anggota DPRD Kota Makassar dari 
Fraksi Partai Demokrat yang pernah duduk di lembaga legislatif cukup 
berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas di lembaga yang dimiliki oleh anggota 
DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Demokrat yang pernah duduk di 
lembaga cukup berpengaruh  terhadap pelasanaan tugas pokok dan fungsi yang 
diemban oleh  anggota dewan, karena itu, bisa mengetahui kendala-kendala yang 
ada dari periode sebelumnya, sehingga pengalaman yang dimiliki oleh anggota 
yang pernah duduk dilembaga legislatif tersebut dapat membantu memecahkan 
persoalan yang dihadapi”.98 
 
Salah seorang Wakil Ketua Fraksi Partai demokrat Makassar tersebut diatas juga 
menambahkan, bahwa :  
 “Pengalaman sebagai anggota legislatif jelas sangat berpengaruh, 
karena anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Demokrat yang pernah 
duduk di lembaga legislatif tidak perlu belajar lagi bagaimana harus berperan 
sebagai anggota Dewan, lain halnya dengan yang belum pernah sama sekali, 
paling tidak pada etika, sikap dan pemahaman tentang jalannya pemerintahan”.99 
b.  Pengalaman Dalam Organisasi Kemasyarakatan 
 Pengalaman anggota DPRD Kota Makassar dalam Organisasi 
Kemasyarakatan sangat penting dan sangat mendukung kinerja anggota DPRD 
Kota Makassar, sebagaimana dikemukakan oleh salah satu seorang tokoh 
masyarakat yang menjadi informasi dalam penelitian ini, yakni salah satu Tokoh 
masyarakat di Kelurahan Pamapang Makassar, Muh. Nur, SE. mengatakan :   
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  Wawancara dengan Fatma Wahyuddi, ST, MM selaku Bendahara Fraksi Partai 
Demokrat Kota Makassar Tanggal 16 Maret 2015 Pukul 10.00 
99
  Wawancara dengan H. Agung Wirawan, S. Sos,  selaku Wakil Ketua Fraksi Partai 
Demokrat Kota Makassar Tanggal 16 Maret 2015  Pukul 10. 30 WITA 
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 “Menurut Saya, Pengalaman anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi 
Partai Demokrat dalam organisasi kemasyakatan sangat berpengaruh terhadap 
peningkatan kinerja Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi lain, karena 
apabila anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Demokrat sudah 
terbiasa atau berpengalaman dalam organisasi kemasyarakatan, maka dia akan 
terbiasa dengan tugas-tugas yang akan dihadapi sebagai anggota DPRD Kota 
Makassar dari Fraksi Partai Demokrat karena tugas sebagai anggota DPRD 
Kota Makassar dari Fraksi Partai Demokrat bisa dikatakan berlangsung selama 
dua puluh empat jam, sehingga apabila ia tidak terbiasa, maka akan sulit 
menyesuaikan diri”.100 
 
 Dari hasil pengamatan di lapangan, sebagian besar anggota DPRD Kota 
Makassar telah memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam organisasi 
kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Wakil Ketua Fraksi Partai 
Demokrat Kota Makassar, H. Arifin Dg. Kulle, SE  yakni :  
 “Setiap anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Demokrat 
pasti pernah aktif dalam organisasi kemasyarakatan baik itu dalam lingkup kecil 
sampai lingkup nasional, meskipun tidak menutup kemungkinan ada juga 
beberapa anggota Dewan yang tidak begitu aktif dalam organisasi 
kemasyarakatan”.101 
c.  Pengalaman Dalam Partai Politik 
 Pengalaman dalam partai politik ini sangat berpengaruh terhadap 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban anggota DPRD Kota Makassar 
sebagai wakil rakyat karena bagaimanapun pengalaman ini akan sangat 
menentukan tingkat kematangan dalam berpolitik. Pengalaman dalam partai 
politik ini dapat dilihat dari lamanya anggota DPRD Kota Makassar  aktif dalam 
organisasi politik/partainya. Dari hasil observasi, terlihat bahwa ada beberapa 
anggota DPRD Kota Makassar yang belum berkecimpung dalam dunia politik, hal 
ini seiring dengan terbukanya kran demokratisasi dalam masyarakat yang 
menghasilkan pemilu multi partai sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa masih 
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  Wawancara dengan Muh. Nur, SE,  selaku Masyarakat Kelurahan Pampang Tanggal 
17 Maret 2015 Pukul 16.00 WITA 
101
  Wawancara dengan H. Arifi Dg. Kulle, SE,  selaku Ketua Fraksi DPRD Kota 
Makassar Tanggal 19 Maret 2015 Pukul 13.00 WITA 
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ada sebagian anggota DPRD Kota Makassar yang kurang berpengalaman dalam 
organisasi politik. Sebenarnya sistem pemilu yang kita anut sudah sangat 
memadai untuk mendapatkan wakil rakyat yang representatif, namun mekanisme 
pelaksanaan sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar yang kita anut, 
telah banyak memunculkan tokoh-tokoh masyarakat karbitan. Penggunaan Vote 
Getter yang dikenal selama ini, telah membuka kemungkinan bagi munculnya 
tokoh yang sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat.
102
 
 Dari ketiga pengaruh tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengalaman 
merupakan faktor dominan dalam mempengaruhi kinerja anggota DPRD Kota 
Makassar dalam melaksanakan fungsi legislasi, karena dengan pengalamannya 
itu, anggota DPRD Kota Makassar dapat menggali informasi yang berkualitas, 
valid dan dapat memanfaatkan informasi yang ada secara lebih tepat, sehingga 
dapat melakukan pengambilan kebijakan yang tepat pula. Faktor kedua adalah 
pentingnya data/informasi, sedangkan faktor pendidikan menempati posisi 
terakhir karena pengaruhnya terhadap kinerja anggota DPRD Kota Makassar 
dalam melaksanakan fungsi legislasi relatif kecil.
103
 
Usaha DPRD Kota Makassar dalam menghimpun data/informasi ini dapat terlihat 
dari hasil wawancara dengan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Kota Makassar, 
Basdir, SE, mengatakan :  
 “Beberapa cara yang dipakai DPRD Kota Makassar dalam menggali 
informasi dari masyarakat antara lain :  
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  Ibnu Syamsi, Pokok-pokok Organisasi dan Manajement. Jakarta : Rineka Cipta, 1998, 
h. 27 
103
  Miftah Thoha, Pembinaan Organisasi : Proses Diagnosa dan Intervensi. Jakarta : 
Rajawali Press, 1999, h. 221 
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 Pertama : melakukan pendekatan dengan Pemerintah Kota untuk 
mencoba mengenali aspirasi masyarakat setempat yang sudah disimpulkan oleh 
Walikota Makassar.  
 Kedua : Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Demokrat 
melalui fraksinya masing-masing terjun langsung ke Daerah yang diwakilinya, 
untuk mengetahui masih adakah masalah-masalah yang belum tertampung, 
selanjutnya masalah tersebut digodok oleh fraksi masing-masing, kemudian 
dengan pertimbangan fraksi ditentukan skala prioritas mana yang harus 
didahulukan dan mana yang ditangguhkan, setelah itu baru dimatangkan dalam 
komisi”.104  
 Dari hasil pengamatan fraksi partai partai demokrat, kualitas 
data/informasi yang diterima DPRD Kota Makassar masih rendah/kurang 
berkualitas dalam arti informasi tersebut masih rendah jadi perlu diolah kembali 
dengan membandingkan dengan berbagai sumber informasi yang lain, 
sebagaimana juga diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat 
Kota Makassar, H. Syarifuddin Badollahi, SE, Yakni : 
 “Memang informasi yang didapatkan dari masyarakat sudah cukup 
banyak, namun masih diragukan kualitasnya, untuk itu perlu dilakukan cross 
check kembali kepada sumber informasi yang lain, sehingga didapatkan 
data/informasi yang benar-benar berkualitas”.105 
Kondisi ini diakui oleh salah seorang anggota DPRD Kota Makassar dari Wakil 
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Makassar, Drs. H. Muh. Said, MM  yaitu : 
 “Data/informasi yang dimiliki oleh DPRD Kota Makassar kurang 
memadai dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga seringkali anggota 
DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Demokrat tertentu mendapatkannya 
bukan dari DPRD Kota Makassar tetapi dari jalur informan/pribadi, dan tidak 
semua anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Demokrat memilikinya, 
tergantung dari kualitas SDM anggota Dewan dan kemauan untuk menggali 
informasi yang valid”. Disamping itu, ia juga menambahkan bahwa : 
 “Informasi yang kita peroleh belum tentu sesuai dengan permasalahan 
yang kita hadapi, karena informasi dari masyarakat maupun LSM tersebut belum 
tentu benar”.106 
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  Wawancara dengan Basdir, SE,  selaku Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Kota 
Makassar Tanggal 22 Maret  2015 Pukul 11.30 WITA 
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  Wawancara dengan H. Syarifuddin Badollahi, SE,  selaku Ketua Fraksi Partai Golkar 
DPRD Kota Makassar Tanggal 25 Maret 2015  Pukul 13.20 WITA 
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Partai Demokrat Kota Makassar Tanggal 26 Maret  2015 Pukul 14. 10 WITA 
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 Hal tersebut tentunya harus diperhatikan oleh DPRD Kota Makassar pada 
tahun-tahun berikutnya sehingga dalam melaksanakan fungsi legislasi DPRD 
Kota Makassar dapat berjalan dengan baik dan sebagai legislator dapat memiliki 
kepastian hukum berupa Perda terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat dan 
Perda yang dihasilkan harus memiliki kualitas yang baik dan melindungi 
kepentingan masyarakat didalam memperoleh pelayanan publik. Sehingga 
masyarakat merasa puas dengan kinerja yang dihasilkan oleh DPRD Kota 
Makassar dan tidak hanya selalu tertipu janji-janji kosong pada saat setiap masa-
masa kampanye berlangsung. Disini DPRD Kota Makassar dituntut harus mampu 
menjalankan tugasnya dan selalu memperhatikan masyarakat sesuai dengan tugas 
sebagai anggota DPRD Kota Makassar yang ada. Apabila setiap perda yang 
dihasilkan belum dapat diimpetasikan/ diterapkan dan belum mampu 
menghasilkan apa-apa serta belum membawa gerakan perubahan kondisi kepada 
masyarakat yang baik, maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah dan 
DPRD Kota Makassar gagal menjalankan tugasnya sebagai pembuat dan 
pelaksana perda. Seharusnya setiap perda yang ada mampu disosialisasikan oleh 
Pemerintah Kota Makassar secara maksimal dengan teknik berupa keterampilan 
yang cerdas untuk berdekatan dengan masyarakat dan mendapat pengawasan yang 
tinggi dari para anggota DPRD Kota Makassar periode 2009-2014 pada 
khususnya.   
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Penilaian Fraksi Partai Demokrat terhadap peranan Anggota DPRD Kota 
Makassar dalam melaksanakan fungsi legislasi pada periode 2009-2014 masih 
kurang. Hal ini dapat dilihat dari 43 Perda yang diusulkan pada tahun2009-
2014 antara Walikota Makassar dengan DPRD Kota Makassar hanya 16 
Ranperda yang direncanakan, tetapi hanya 13 Perda yang telah ditetapkan 
sementara masih ada 3 Perda yang masih mengendap. Pelaksanaan anggaran 
setiap tahun yang dilakukan DPRD Kota Makassar  tidak mampu mencapai 
target Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan 
daerah, karena tidak mampu memaksimalkan input dimiliki. Selain itu waktu 
pembahasan isu untuk kemudian dibentuk dalam draft peraturan daerah cukup 
singkat. 
2. Adapun kendala yang dihadapi Anggota DPRD Kota Makassar dalam 
melaksanakan fungsi legislasi adalah Sumber Daya Manusia, Sarana dan 
Prasarana, Informasi dan Pengalaman.  
B.  Saran  
        Dalam rangka peningkatan kinerja DPRD Kota Makassar khususnya 
anggota DPRD Kota Makassar harus meningkatkan lagi kualitas dalam 
merancang Ranperda bersama dengan Walikota Makassar agar Perda yang 
telah ditetapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat nantinya dan segala 
kekurangan yang dimiliki anggota DPRD Kota Makassar dalam melaksanakan 
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fungsi legislasi harus diperbaiki kedepannya, supaya mampu merancang Perda 
sendiri tidak lagi bergantung dengan Pemerintah Kota Makassar. 
a. Pengenalan dan orientasi terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kota  
Makassar melalui pelatihan/kursus sehingga mereka benar-benar 
memahami dan mengerti terhadap fungsinya dan Peraturan Tata 
Tertib DPRD yang ada selalu lembaga perwakilan masyarakat daerah. 
Khususnya pelaksanaan fungsi peningkatan kemampuan dalam 
pembuatan kebijakan dan memberikan respon serta menampung 
aspirasi masyarakat yang berkembang.  
b. Mengingatkan anggota DPRD Kota Makassar  atas tugas dan amanat 
yang diembannya serta memberikan dasar legitimasi secara terus 
menerus, sehingga Anggota DPRD Kota Makassar  tidak lagi dalam 
keraguan dan terjebak dalam semangat yang sempit yang hanya 
memperhatikan kepentingan pribadi maupun golongannya.  
c. Anggota DPRD Kota Makassar dapat menyelenggarakan kerjasama 
dengan institusi-institusi diluar DPRD Kota Makassar yang 
memungkinkan anggota DPRD Kota Makassar mengkaji dengan 
seksama masalah yang dihadapi dan kapasitas yang dimiliki. Dari 
proses ini diharapkan muncul semacam kesadaran untuk 
meningkatkan kapasitas dalam kinerjanya dan sekaligus pemahaman 
mengenai segi-segi yang hendak ditingkatkan, khususnya peningkatan 
kemampuan dalam pelaksanaan fungsinya. 
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Lampiran 
Pedoman Wawancara 
1. Bagaimanakah proses mekanisme dalam penyusunan Perda itu sendiri? 
2. Apa saja peran anggota DPRD Kota Makassar dalam proses mekanisme 
dalam penyusunan Perda itu sendiri? 
3. Bagaimanakah kinerja DPRD Kota Makassar dalam proses mekanisme 
dalam penyusunan perda itu sendiri? 
4. Apakah tingkat pendidikan anggota DPRD Kota Makassar sudah memadai 
dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Makassar pada 
periode 2009-2014? 
5. Apakah tingkat pendidikan anggota DPRD Kota Makassar dapat 
mempengaruhi dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota 
Makassar pada periode 2009-2014? 
6. Apakah jumlah anggota DPRD Kota Makassar sudah memadai dalam 
proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Makassar periode 2009-
2014? 
7. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung proses 
pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Makassar periode 2009-2014? 
8. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana tersebut dapat mempengaruhi 
pada proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Makassar  periode 
2009-2014? 
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9. Menurut Bapak, apakah anggota dari Badan legislasi mempunyai kemauan 
untuk membantu anggota lainnya melaksanakan tugas dan wewenangnya 
secara cepat dan tanggap? 
10. Menurut Bapak, apakah orang-orang atau anggota legislatif yang duduk 
dalam kepanitiaan Badan Legislasi memiliki kemampuan kerja dan 
keahlian dalam bidangnya? 
11. Apakah masyarakat merasa bahwa aspirasinya telah ditampung dan 
direalisasikan melalui perda? 
12. Apakah perda yang disusun selama ini sifatnya transparan? 
13. Apakah dari semua anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai 
Demokrat sudah pernah aktif dalam organisasi kemasyarakatan? 
14. Bagaimana cara pandang anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai 
Demokrat dalam menggali informasi dari masyarakat? 
15. Apakah informasi yang didapat di masyarakat sudah cukup berkualitas? 
16. Menurut anda apakah data yang dimiliki oleh anggota DPRD Kota 
Makassar dari fraksi Partai Demokrat sudah sangat memadai dalam 
menangani suatu permasalahan? 
17. Apa yang menyebabkan buruknya kinerja anggota DPRD Kota Makassar  
dari Fraksi Partai Demokrat? 
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Lampiran 
 
 
 
 
Ruang rapat Fraksi Partai Demokrat Makassar 
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Nama-nama Anggota Fraksi Partai Demokrat Makassar 
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Staf Fraksi Partai Demokrat Makassar 
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Ruang Pintu Depan Fraksi Partai Demokrat Makassar  
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